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Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum 
Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mura>bah}ah di BMT Muda Jatim Surabaya”. 
Penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan, 1) bagaimanakah praktik 
pembiayaan dengan akad mura>bah}ah di BMT Muda Jatim Surabaya. 2) 
bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap akad mura>bah}ah di BMT Muda Jatim 
Surabaya.  
 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui teknik observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. Maksudnya pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data 
yang telah diperoleh dari lapangan tentang praktik pembiayaan akad mura>bah}ah  
yang diajukan oleh calon nasabah kepada pihak BMT, kemudian dianalisis dengan 
hukum Islam yakni mura>bah}ah terhadap praktik pembiayaan di BMT Muda Jatim 
Surabaya. 
Hasil penelitian ini, diperoleh informasi mengenai praktik pembiayaan di BMT 
Muda Jatim Surabaya, yakni dengan akad mura>bah}ah. Dalam praktiknya  nasabah 
datang ke BMT Muda Jatim Surabaya untuk mengajukan pembiayaan sebagai 
pembayaran utang kepada seorang rentenir atau Bank. Sehingga dalam kontrak 
tersebut berubah menjadi kontrak pinjam meminjam berupa uang. Dalam hal ini 
akad mura>bah}ah yang diterapkan dalam pembiayaan utang belum sesuai, karena 
dalam praktiknya tidak ada unsur transaksi jual beli barang melainkan pinjaman 
uang. Dengan adanya praktik tersebut penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan 
sebagai pembayaran utang dengan akad mura>bah}ah ditinjau dari fatwa DSN MUI 
No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dalam hal ini tidak tepat atau dianggap akad yang fasid.  
Sebab dalam perjanjian akad mura>bah}ah tersebut pihak BMT Muda Jatim Surabaya 
dan nasabah tidak ada perjanjian jual beli melainkan pinjaman uang untuk 
pembayaran utang. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pihak BMT Muda Jatim Surabaya, 
diharapkan dapat menerapkan sistem pembiayaan mura>bah}ah dengan sebenarnya 
sesuai ketentuan-ketentuan yang ada seperti penggunaan akad harus jelas agar 
tercapai visi misi yang telah dicantumkan. Dan lebih meningkatkan pembenahan 
dalam penentuan akad untuk pembiayaan yang diajukan oleh anggota nasabah. 
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A. Latar Belakang Masalah 
       Di Indonesia banyak bank-bank berdiri namum ada juga lembaga 
keuangan lainnya diantaranya adalah Baitul Ma<l Wa Tamwi>l (BMT) 
merupakan salah satu model lembaga keuangan Syariah yang paling 
sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hinggga 
ribuan BMT. Keberadaan Baitul Ma>l Wa Tamwi>l (BMT) merupakan 
salah satu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat 
Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam 
mengelola perekonomian. 
Baitul Ma>l Wa Tamwi>l (BMT) merupakan balai usaha mandiri 
terpadu yang isinya brintikan lembaga Baitul Ma>l Wa Tanwil, yakni 
merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek 
produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegitan ekonomi 
dalam skala kecil dan menengah.1 Keberadaan BMT merupakan 
representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT mampu 
mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat dengan menghimpun 
dan menyalurkan dana kehidupan masyarakat serta menawarkan produk-
produk perbankan dengan menggunakkan prinsip-prinsip syariah yang 
bertujan mencari keuntungan tanpa meninggalkan jiwa sosial di dalamnya 
 
1 Hadin Nuryadin, BMT & Bank Islam  (Bandung : Anggota IKAPI, 2004), 29. 



































dan menghapus renternir yang begitu menjamur di lapisan masyarakat 
kecil. 
Pada dasarnya, segala bentuk atau transaksi muamalah itu boleh 
atau mubah kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Jadi pada 
dasarnya segala bentuk macam muamalah itu boleh asalkan tetap 
diperbolehkannya oleh syara’ terutama tentang jual beli atau lain-lainya. 
Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh : 
اَِهيمرَْتَ ىَلع ليلد لَدي َنألاِإ ُةَحَابِلإا ِةَلَم اَعُمْلا ْفِ ُلْصَلأا 
Artinya : Hukum asal dari muamalah adalah boleh atau mubah kecuali  ada 
dalil yang melarangnya (mengharamkannya).
2
 
 Kaidah di atas telah menjadi dasar bagi setiap bentuk transaksi 
perdagangan dan ekonomi menjadi halal kecuali ada alasan yang 
melarangnya. Di samping itu, dalam urusan pemenuhan kebutuhan hidup, 
manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa 
bantuan manusia yang lain. Oleh karena itu Allah SWT menyuruh setiap 
umatnya untuk saling tolong menolong. Hal ini sebagaimana firman Allah 





و نُ وَا وَ وَ وَا  
وَ وَ ٱ بِرِّ  بِرِّ
لۡ   وَاٱ  ىٰۖ وَ لۡ لتَّ   
وَ وَا  
اْ
و نُ وَا وَ وَ   
وَ وَ ٱ بِرِّ لۡ بِرِّ
لۡ
   وَاٱ  بِرِّ ىٰۖ وَ لۡ نُ 
لۡ   وَاٱ 
اْ
و نُ لتَّ  ٱ  وَ لتَّ  لتَّ بِرِّ  ٱ وَ لتَّ  نُ  بِرِّ وَ   
ٱ بِرِّا 
وَ بِرِّ 
لۡ  ٢  
Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 




 Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 59. 
3 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 85. 



































Dari ayat tersebut diatas menerangkan bahwa semua usaha manusia 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sah, akan tetapi agama 
Islam dengan seperangkat hukumnya juga membatasi perilaku manusia 
dalam menjalankan segala usahanya. Salah satu bentuk tolong menolong 
adalah dengan cara menyalurkan dana pada seseorang yang 
membutuhkan. 
BMT sebagai lembaga keuangan syariah bergerak di kalangan 
masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha 
produktif dan modal kerja dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi 




Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh koperasi 
syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana 
yang telah dikumpulkan oleh koperasi syariah dari masyarakat yang 
surplus dana. Secara umum pembiayaan yang diberikan oleh lembaga 
keuangan syariah meliputi tiga macam akad pembiayaan besar yaitu, akad 
mura>bah}ah (jual beli), pembiayaan mud}a>rabah (bagi hasil), pembiayaan 
musya>rakah (kerjasama atau perkongsian), dan pembiayaan berakad hasan 
(kebajikan). 
Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan 
syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan mura>baha}h, yakni 
guna memperlancar roda perekonomian umat, sebab dianggap mampu 
 
4 Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2002), 49. 



































memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat. Di samping itu, 
karakternya yang menguntungkan, mudah dalam penerapan, serta dengan 
faktor resiko yang ringan. 
Pengertian mura>baha}h sendiri adalah suatu perjanjian jual beli untuk 
barang tertentu antara penjual dengan pembeli, dimana pemilik barang 
akan menyerahkan barang seketika, sedangkan pembayaran dilakukan 
pada saat jatuh tempo.
5
  
       BMT Muda Jatim Surabaya adalah salah satu lembaga keuangan 
syariah yang berada di Kedinding Lor Gg. Tanjung Surabaya, yang ikut 
serta dan peduli untuk menyiarkan ajaran Islam serta untuk 
mensejahterakan ekonomi masyarakat. BMT Muda Jatim Surabaya ini 
selain menyediakan produk-produk penghimpunan dana (funding) seperti 
wadi’ah, deposito MUDA, tabungan pelajar, tabungan idul fitri, tabungan 
qurban, tabungan umrah, tabungan walimah, juga menyediakan produk-
produk penyaluran dana (lending) seperti pembiayaan mura>bah{ah, 
pembiayaan mud}a>rabah, pembiayaan musya>rakah, pembiayaan qardhul 
hasan. Pembiayaan mura>bah{ah merupakan produk yang paling diminati 
oleh para calon kreditur. Karena dilihat dari prosedur pembiayaan 
mura>bah{ah yang paling mudah dipahami serta mampu menjawab dalam 
memenuhi kebutuhan masyarakat. 
 
5
 Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan (Jakarta: PT Raja 
Gravindo Persada, 2002), 76. ;  lihat juga dalam Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, Bank 
dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 171. 



































BMT Muda Jatim Surabaya adalah salah satu lembaga keuangan 
syariah yang menyalurkan pembiayaan untuk pembayaran utang, dimana 
bentuk penyalurannya menggunakan akad mura>bah{ah. Secara teori di 
dalam akad mura>bah{ah pihak bank harus menyediakan barang untuk 
diambil manfaatnya atau hak guna barang tersebut oleh nasabah namun 
bentuk barang yang disediakan BMT dalam hal ini adalah uang. 
Sedangkan fungsi uang dalam Islam sendiri adalah sebagai alat tukar 
bukan sebagai komoditi. Selain itu, utang juga tidak menghasilkan output 
berupa materi (uang) yang dihasilkan melainkan adalah berupa kewajiban 
untuk segera dibayarkan.   
Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI 
No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang mura>bah}ah disebutkan bahwa bank 
(BMT) harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesan oleh nasabah 
secara sah dan kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah. 
Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad mura>baha}h, 
barang yang diperjualbelikan secara prinsip harus sudah menjadi milik 
bank (BMT). Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi 
miliknya.6 
Akad mura>bah{ah yang diberikan untuk pembayaran utang ini, 
memang suatu implementasi yang masih kontroversi atau cukup dilematis 
di dalam praktiknya. Di dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat. 
Akan tetapi hal ini sulit untuk dihindarkan, permintaan pembiayaan untuk 
 
6 Suhendi Hendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 73. 



































pembayaran utang akan terus meningkat seiring kebutuhan masyarakat 
yang semakin banyak. Masyarakat menengah ke bawah pasti akan lebih 
memilih menggunakan jasa BMT sebagai alternatif untuk membantunya 
dalam menangani masalah pembayaran utang ini. 
       Berdasarkan realita tersebutlah yang melatar belakangi penulis 
tertarik untuk meneliti terkait praktik pembiayaan mura>bah}ah sebagai 
pembayaran utang di BMT MUDA JATIM. Dan untuk bahasan lebih 
lanjut akan dituang “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan 
Mura>bah}ah di BMT Muda Jatim Surabaya”. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Dari uraian latar belakang tersebut diatas, telah berhasil 
diidentifikasi masalah-masalah yang bisa dikaji sebagai berikut : 
1. Praktik pembiayaan di BMT Muda Jatim Surabaya. 
2. Praktik pembiayaan akad mura>bah{ah di BMT Muda Jatim Surabaya. 
3. Perspektif hukum Islam terhadap pembiayaan dengan akad 
mura>bah{ah di BMT Muda Jatim Surabaya. 
4. Syarat dan rukun dalam pembiayaan mura>bah{ah di BMT Muda Jatim 
Surabaya. 
5. Berakhirnya akad mura>bah{ah dalam pembiayaan di BMT Muda Jatim 
Surabaya. 
6. Semua pembiayaan menggunakan akad mura>bah{ah di BMT Muda 
Jatim Surabaya. 



































7. Mekanisme akad mura>bah{ah dalam pembiayaan di BMT Muda Jatim 
Surabaya. 
8. Pembiayaan mura>bah{ah dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000. 
9. Peran BMT Muda Jatim Surabaya dalam pembiayaan mura>bah{ah. 
       Agar menghasilkan penelitian yang tuntas, maka penulis membatasi 
masalahnya sebagai berikut : 
1. Praktik pembiayaan dengan akad mura>bah{ah di BMT Muda Jatim 
Surabaya. 
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik pembiayaan dengan akad 
mura>bah{ah di BMT Muda Jatim Surabaya. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan dari identifikasi di atas, maka penulis ingin 
merumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah praktik pembiayaan mura>bah{ah di BMT Muda Jatim 
Surabaya? 
2. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap akad mura>bah{ah di 
BMT Muda Jatim Surabaya? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau 
penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan 



































diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak 
merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atas penelitian yang 
telah ada.
7
 Adapun penelitian yang terkait dengan akad mura>bah{ah adalah 
sebagai berikut : 
Pertama, karya ilmiah berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap 
Praktik Mura>bah{ah Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) 
Untuk UMKM Dan IKM di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto”. Karya 




Dalam penelitiannya, Uswatun Chasanah memiliki kesimpulan dari 
hasil penelitiannya bahwa program PUSYAR di PT. BPR Syariah Kota 
Mojokerto dilakukan dengan akad mura>bah{ah yang disertai dengan akad 
wakalah untuk membeli barang dari supplier. Adapun pembiayaan 
tersebut bertujuan untuk membantu nasabah dalam meningkatkan 
produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam hukum Islam 
dan Fatwa DSN-MUI N0. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai implementasi 
pembiayaan program PUSYAR akad mura>bah{ah dijelaskan bahwa apabila 
pihak bank menyertakan akad wakalah dalam perjanjian mura>bah{ah maka 
akad jual beli mura>bah{ah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip 
menjadi milik bank. Sedangkan dalam praktiknya akad mura>bah{ah dan 
 
7
 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi 
(Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), 8. 
8
 Uswatun Chasanah, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Mura>bah{ah Program 
Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) Untuk UMKM Dan IKM di PT. BPR Syariah Kota 
Mojokerto”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2011),8. 



































wakalah dilakukan secara bersamaan. Dengan demikian, maka praktik 
mura>bah{ah pada program PUSYAR di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto 
belum sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000. 
Kedua, Dwi Denys Muzarofatus Sholikhah seorang mahasiswi 
Fakultas Syariah pada tahun 2016 menulis skripsi yang berjudul “Analisis 
Hukum Islam Terhadap  Praktik Pembiayaan Mura>bah{ah di BMT Madani 
Taman Sepanjang Sidoarjo”.9 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi 
Denys Muzarofatus Sholikhah menjelaskan bahwa yang dilakukan BMT 
Madani dari keempat nasabah yang mengajukan pembiayaan mura>bah{ah 
untuk pembelian barang. Namun barang tersebut belum dimiliki BMT 
Madani, tetapi BMT Madani sudah menentukan harga pokok plus 
marginnya, BMT Madani merealisasikannya pada saat itu juga, dilihat 
dari ketentuan hukum Islam akad mura>bah{ah yang direalisasikan oleh 
BMT Madani sebelum barang yang dijual menjadi miliknya adalah, tidak 
boleh. Dan selanjutnya kasus di BMT Madani pihak wakil tidak 
membelikan semua dana yang diberikan oleh muwakkil untuk 
keperluannya sesuai akad, dilihat dari ketentuan hukum Islam terhadap 
akad pembelian barang oleh wakil BMT Madani yang tidak sesuai dengan 
jumlah yang diwakilkannya adalah salah dan harga barang dalam akad 
mura>bah{ah yang di BMT Madani itu tidak riil karena akad yang 
 
9
 Dwi Denys Muzarofatus Sholikhah, “Analisis Hukum Islam Terhadap  Praktik Pembiayaan 
Mura>bah{ah di BMT Madani Taman Sepanjang Sidoarjo” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2016), 8. 



































diakadkan bukan harga barang yang sebenarnya. Menurut analisis hukum 
Islam  dapat dibilang harga dalam mura>bah{ah tersebut harga palsu. 
Ketiga, penelitian Rizki Amalia Agustin tahun 2017 tentang 
“Praktik Pembiayaan Pendidikan Dengan Akad Mura>bah{ah di BMT As-
Syifa’ Sepanjang Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Islam”.10 Hasil dari 
penelitian Rizki Amalia Agustin menjelaskan bahwa praktik pembiayaan 
pendidikan di BMT As-Syifa’, yakni dengan akad mura>bah{ah. Dalam 
praktiknya nasabah langsung datang ke BMT As-Syifa’ untuk 
mengajukan pembiayaan pendidikan untuk membayar uang gedung kuliah 
anaknya. Sehingga praktik dalam kontrak tersebut berubah menjadi 
kontrak pinjam meminjam berupa uang. Dalam hal ini akad Mura>bah{ah 
yang diterapkan dalam praktik pembiayaan pendidikan tidaklah sesuai, 
karena dalam praktiknya tidak ada unsur transaksi jual beli barang 
melainkan pinjaman uang. 
Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nurul Choiriyatin dengan judul 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mura>bah{ah Pembiayaan 
Konsumtif di PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten 
Gresik” dengan kesimpulan bahwa pembiayaan mura>bah{ah di PT BPRS 
Amanah Sejahtera, bahwa barang yang diperjualbelikan tidak ada, 
melainkan pihak yang seharusnya mengadakan atau menyediakan barang 
memberikan uang kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan 
kemudian barang tersebut dibeli oleh PT BPRS lalu dijual kembali ke 
 
10
 Rizki Amalia Agustin, “Praktik Pembiayaan Pendidikan Dengan Akad Mura>bah{ah di BMT As-
Syifa’ Sepanjang Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2017), 8. 



































nasabah, hal itu telah dilakukan dalam perjanjian awal mura>bah{ah. 
Sehingga syarat dan rukun dalam jual belinya tidak sah. Pembiayaan 
konsumtif yang dimaksud merupakan pembelian suatu alat kerja untuk 
modal usaha, yang kemudian diarahkan pada mekanisme dan analisa 




Skripsi yang akan diteliti oleh peneliti berbeda dengan skripsi yang 
telah disebutkan di atas, yaitu membahas tentang mekanisme penyaluran 
pembiayaan dan perbedaannya terlihat pada objek penelitiannya. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah 
penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor 
yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.
12
 Tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini antara lain : 
1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan secara mendalam bagaimana 
praktik pembiayaan mura>bah{ah dalam mengajukan pembiayaan di 
BMT Muda Jatim Surabaya. 
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan secara mendalam bagaimana 
analisis hukum Islam terhadap pembiayaan dengan akad mura>bah{ah 
di BMT Muda Jatim Surabaya. 
 
11
 Nurul Choiriyatin Nisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mura>bah{ah Pembiayaan 
Konsumtif di PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik” (Skripsi--UIN 
Sunan Ampel, 2011), 8. 
12
 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 
2010), 89. 



































F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara 
teoritis maupun praktis : 
1. Secara Teoritis 
Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat 
mengembangkan dan memberikan sumbangsih pengetahuan terhadap 
pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan mengenai 
pembiayaan mura>bah{ah serta dapat digunakan sebagai bahan 
perbandingan dan menjadi bahan landasan pemahaman ilmu 
pengetahuan pada penelitian berikutnya yang mempunyai minat pada 
subyek yang sama yakni mura>bah{ah. 
2. Secara Praktis 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai 
bahan masukan bagi pengelola BMT Muda, serta dapat digunakan 
sebagai pedoman bagi pihak BMT Muda agar dalam menjalankan 
sistem yang sesuai dengan prinsip syariah. 
 
G. Definisi Operasional 
Definisi operasional yaitu untuk memuat penjelasan tentang 
pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian 
sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur 
variabel tersebut melalui penelitian.
13
 Untuk mempermudah dan 
 
13 Fakultas Syari’ah UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: Fakultas 
Syari’ah, 2016),  9. 



































menghindari kesalahpahaman dan perbedaan persepsi pembaca dalam 
memahami arti dan judul ini, maka penulis memandang perlu untuk 
menjabarkan secara jelas tentang maksud dari istilah-istilah yang 
berkenan dengan judul diatas, maksud dari judul tersebut diantaranya : 
Pembiayaan Mura>bah{ah  : Suatu Fasilitas yang diberikan oleh BMT Muda 
Jatim Surabaya kepada masyarakat yang 
membutuhkan dana untuk pembayaran 
utang. Dalam penelitian ini, pembiayaan 
mura>bah{ah yang dimaksud adalah 
pembiayaan untuk pembayaran utang. 
Hukum Islam : Adalah peraturan-peraturan dan ketentuan 
hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan 
as-Sunnah.14 Untuk mengatur tingkah laku 
manusia baik dalam berhubungan dengan 
Tuhannya (ibadah) maupun dalam rangka 
berhubungan dengan sesamanya 
(muamalah). 
 
H. Metode Penelitian 
Adapun  metode  penelitian  yang  dipakai  penulis  dalam  
penulisan skripsi ini adalah: 
1. Jenis Penelitian 
 
14 Anwar Harjono, Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-Islami (Jakarta: Gema Insani 
Press, 1995), 83. 



































Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yakni 
penelitian yang dilakukan dalam konteks lapangan yang benar-benar 
terjadi terhadap praktik pembiayaan mura>bah{ah di BMT Muda Jatim 
Surabaya.
15
 Lokasi ini dipilih karena BMT ini merupakan KPPS. 
Yang berada di Jl. Kedinding Lor Gg Tanjung No. 49 Surabaya. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian adalah dengan deskriptif kualitatif, dengan 
teori deduktif yaitu penelitian lapangan akan mendiskripsikan data-
data lapangan dengan macam-macam kalimat yang rinci dengan 
pendekatan teori deduktif.  
3. Objek Penelitian 
Yang menjadi objek penelitian adalah akad mura>baha}h di BMT Muda 
Jatim Surabaya. 
4. Data yang dikumpulan 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang 
berkenaan dengan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini 
sesuai dengan rumusan masalah di atas. Data yang akan dikumpulkan 
dalam penelitian ini meliputi : 
a. Data mengenai sejarah BMT Muda Jatim Surabaya, visi, misi, 
struktur organisasi dan produk-produknya. 
b. Data mengenai pembiayaan sebagai pembayaran utang di BMT 
Muda Jatim Surabaya meliputi : 
 
15 Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28. 



































1) Prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Muda Jatim 
Surabaya. 
2) Aplikasi pembiayaan di BMT Muda Jatim Surabaya. 
3) Data mengenai mekanisme perjanjian pembiayaan yang 
menggunakan akad mura>bah{ah di BMT Muda Jatim Surabaya. 
5. Sumber data 
Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan 
penelitian lapangan (field research) yang mengkhususkan pada kasus 
yang terjadi di lapangan dengan tetap mengarah pada konsep-konsep 
yang ada seperti sumber dari kepustakaan maupun dari subyek 
penelitian sebagai bahan data pendukung. Adapun sumber-sumber 
dalam penelitian ini didapat dari sumber primer dan sumber sekunder 
yaitu : 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 
sumber subyek penelitian.
16
 Yaitu pimpinan, karyawan dan 
dokumen yang berisi tentang perjanjian antara nasabah dengan 
pihak BMT dalam pembiayaan sebagai pembayaran utang.  
b. Sumber Data Sekunder 
Sunber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan 
kepustakaan. Data sekunder merupakan data pendukung proyek 
penelitian dan sebagai pelengkap data primer, mengingat data 
 
16 Restu Kartiko Widi, Asas Metodelogi Penelitian (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010),  236. 



































primer merupakan data praktik dalam lapangan.
17  Karena 
penelitian ini merupakan penelitian yang tidak terlepas dari 
kajian hukum Islam, maka penulis menempatkan sekunder data 
yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber 
data sekunder. Adapun buku-buku atau literatur yang menjadi 
sumber data sekunder dalam skripsi ini meliputi : 
1) Makhalul Ilmi SM, Teori & Praktik Lembaga Mikro 
Keuangan Syariah. 
2) Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Ma>l Wa Tamwil. 
3) Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke 
Praktik. 
4) Suhendi Hendi, Fiqih Muamalah. 
5) Drs . Hadin Nuryadin, BMT & Bank Islam. 
6) Agustianto, Percikan Pemikiran Ekonomi Islam. 
7) Yusuf Qardawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yaitu penulis 
mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan 
dengan permasalahan di atas. Dalam teknik pengumpulan data ini 
penulis menggunakan cara yaitu : 
a. Observasi, yaitu suatu penggalian data dengan cara mengamati, 
memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, 
 
17 Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian (Yogyakarta : Ar-Ruz Media, 2011), 33. 



































keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data.
18
 Penulis 
melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk 
mengetahui praktik pembiayaan mura>bah{ah sebagai pembayaran 
utang di BMT Muda Jatim Surabaya. 
b. Interview (wawancara), yaitu proses percakapan dengan maksud 
untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, 
organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan 
yaitu pewawancara dan narasumber. Oleh karena itu wawancara 
merupakan metode pengumpulan data yang amat terkenal, karena 
itu banyak digunakan di berbagai penelitian.
19  Adapun dalam 
penelitian ini yakni dengan melakukan wawancara langsung 
kepada para pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian. 
Wawancara yang peneliti lakukan, yaitu dengan :  
1) Pimpinan BMT Muda Jatim Surabaya 
2) Karyawan BMT Muda Jatim Surabaya 
3) Nasabah 
c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat 
atau mencatat suatu laporan yang telah tersedia. Dengan kata lain, 
proses penyampaiannya dilakuan melalui data tertulis yang 
memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan 
 
18 Adi Riyanto, Metodologi Penelitian Social dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), 70. 
19 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 
143. 





































 Dokumentasi ini merupakan data konkrit yang 
bisa penulis jadikan acuan untuk memperoleh data-data yang 
digunakan penulis sebagai landasan teoritis. 
7. Teknik Pengolahan Data 
Setelah data berhasil dikumpulkan dari lapangan maupun penulisan. 
Maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan-
tahapan sebagai berikut: 
a. Organizing adalah suatu proses yang sistematis dalam 




b. Editing, yaitu data yang sudah dikumpulkan tersebut lalu diperiksa 
kembali secara cermat. Pemeriksaan tersebut meliputi segi 
kelengkapan sumber informasi, kejelasan makna, kesesuaian dan 
keselarasan antara satu dan yang lainnya, relevansi dan 
keseragaman data. 
c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap 
hasil organizing dan editing data yang telah diperoleh dari sumber-
sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil 
lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan. 
8. Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul, yaitu data dari hasil lapangan maupun 
pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif melalui 
 
20 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), 94. 
21 Sony Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89. 



































pendekatan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu  data 
yang telah diperoleh dari proses penalaran untuk menarik kesimpulan 
berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-
fakta yang bersifat umum., dengan diiringi uraian-uraian yang jelas.
22
 
Dalam hal ini adalah penelitian di BMT Muda Jatim Surabaya, 
kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap aplikasi 
pembiayaan  mura>bah}ah di BMT Muda Jatim Surabaya, kemudian 
dilanjutkan dengan membuat kesimpulan menurut hukum Islam. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai 
penyusunan penulisan hukum, maka penulis sertakan sistematika 
penulisan skripsi sebagai berikut : 
Laporan penelitian ini dimulai dengan bab pertama merupakan 
pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan 
batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang 
kemudian dilengkapi dengan sistematika pembahasan. 
Kemudian dilanjutkan dengan bab kedua merupakan landasan teori 
mura>bah}ah, yang memuat tentang pengertian pembiayaan mura>bah}ah, 
landasan hukum mura>bah}ah, rukun dan syarat mura>bah}ah, mekanisme 
pembiayaan mura>bah}ah, dan Fatwa DSN-MUI tentang Mura>bah}ah. 
 
22 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (t.tp.: t.p.,t.t.) 196. 



































Bab ketiga penyajian data yang memaparkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan oleh peneliti tentang Praktik Pembiayaan mura>bah}ah 
yang memuat tentang gambaran umum BMT Muda Jatim Surabaya, 
prosedur pengajuan pembiayaan, prinsip penilaian, praktik pemberian 
akad mura>bah}ah, dan data akad mura>bah}ah di BMT Muda Jatim 
Surabaya. 
Selanjutnya bab ke empat memuat tentang analisis hukum Islam, 
peneliti akan membicarakan tentang pembiayaan mura>bah}ah di BMT 
Muda Jatim Surabaya. Pada bab ini merupakan kerangka menjawab 
pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam bab tiga yang didasarkan 
pada landasan teori yang terdapat dalam bab dua. Adapun sistematikanya 
yang pertama adalah analisis pembiayaan mura>bah}ah ditinjau dari 
perspektif hukum Islam. 
Skripsi ini diakhiri dengan bab kelima merupakan penutup yang 
memuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari 
permasalahan dan dilengkapi dengan saran-saran, selain itu dalam bab 
terakhir ini akan dilengkap dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran 









































MURA>BAH}AH DALAM HUKUM ISLAM 
 
A. Pengertian Akad Mura>bah}ah 
       Mura>bah}ah (al-ba’i bi th>aman ajil) lebih dikenal sebagai mura>bah}ah 
saja. Mura>bah}ah, yang berasal dari kata ribhu (keuntungan).1 Sehingga 
mura>bah}ah berarti saling menguntungkan. Ba’i al-mura>bah}ah adalah jual 




       Mura>bah}ah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain 
dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan 
kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang 
dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut.
3
 Pada mura>bah}ah, 
penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara 
pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh atau dicicil.
4
 
       Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tetang Perbankan Syariah 
memberikan definisi tentang mura>bah}ah dalam Penjelasan Pasal 19 ayat 
(1) huruf d. Menurut Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, yang 
dimaksud dengan Akad Mura>bah}ah adalah akad pembiayaan suatu barang 
dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 
 
1
 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2006), 98. 
2 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 54. 
3 Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 163. 
4
 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 
39. 







































       Menurut ulama Hanafiyah, mura>bah}ah adalah memindahkan hak 
milik sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian), ditambah 
keuntungan tertentu. Sementara menurut ulama Syafi’iyah dan 
Hanabilah, mura>bah}ah adalah menjual barang sesuai barang dengan modal 
yang dikeluarkan oleh penjual, dan dia mendapatkan keuntungan satu 
dirham untuk sepuluh dirham, atau yang sejenisnya, dengan syarat kedua 




       Mura>bah}ah menurut pendapat Ismail adalah akad jual beli atas 
barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang 
kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan 
mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam 
akad mura>bah}ah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan 
atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga 
jual barang disebut dengan margin (keuntungan).
7
 
       Dalam pandangan Islam Mura>bah}ah merupakan suatu jenis jual beli 
yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalah 
 
5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 
6
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2011), 357. 
7 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), 138. 







































Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa mura>bah}ah adalah 
suatu jasa/produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga 
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah (lembaga pembiayaan syariah) 




       Dalam hal ini, lembaga pembiayaan syariah tersebut memberikan 
fasilitas pembiayaan dengan mendasarkan pada pembelian barang 
tersebut yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari 
pemasok barang. Setelah secara yuridis kepemilikan barang tersebut 
beralih dari tangan pemasok ke tangan lembaga pembiayaan syariah 
terssebut, maka selanjutnya lembaga pembiayaan syariah tersebut 
menjual barang tersebut kepada nasabah. Lembaga pembiayaan syariah 
yang bersangkutan menambahkan keuntungan (margin) tertentu di atas 
harga beli barang tersebut. Keuntungan (margin) terebut harus disepakati 
di awal antara lembaga pembiayaan syariah dan nasabah sebelum lembaga 




8 Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 137. 
9
 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya 
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 193-194.  



































B. Landasan Hukum Mura>bah}ah 
       Sebenarnya Al-Qur’an dan Hadis Nabi tidak pernah secara langsung 
membicarakan tentang mura>bah}ah, tapi yang dibicarakan secara langsung 
adalah jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Oleh karena itu, landasan 
syariah yang digunakan dalam mura>bah}ah adalah landasan prinsip jual 
beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Landasan syariahnya, 
yaitu: 
1. Al-Qur’an 
 لَّ وَ 
وَ
 وَ  ٱ  لَّ ٱ وَ لۡبَ وَ
لۡبَ
   وَ لَّ وَ وَ  ٱ  
اْۚ وٰ وَ  رِّ    





       Ayat di atas menerangkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli 
dan mengharamkan riba. Ibnu Katsir r.a. berkata tentang ayat ini bahwa 
ayat ini untuk menyanggah protes yang mereka katakana, padahal mereka 
mengetahui bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba secara 
hukum (Tafsir Ibnu Katsir). 
ا وَه ُّي
وَ




   وَا وَ   
وَ
  
اْۚ وٓ    
لۡبَ
 وَ  م  كوَلوٰ وَو لۡبَا
وَ
  م  كوَ لۡبَيوَب   ٱ   وٰ
وَ لۡبَل  وٓ
لَّ
   ن
وَ
   وَن  كوَ  ض وَ وَتَ وًَعة وَ وٰ وَج  
  لۡبَم  ك  رِّا  
وَ وَ   
اْۚ وٓ     لۡبَ وَ    لۡبَم  ك وَ  ن 
وَ
   لَّن   ٱ وَ لَّ  وَن
وَ   لۡبَم  ك ب ام  وَر ٢٩  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu. (QS An-Nisa’ 29)11 
 
10
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya…, 48. 
11 Ibid., 84. 




































       Ibnu Katsir r.a. berkata tentang ayat di atas bahwa Allah Swt 
melarang hamba-hambaNya yang beriman memakan harta sebagian dari 
mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil yakni melalui 
usaha yang tidak diakui oleh syariat seperti cara riba dan judi serta cara-
cara lainnya dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan 
pengelabuhan. 
       Sekalipun pada lahiriyah seperti memakai cara-cara yang sesuai 
syara’ tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelaku 
hanyalah semata-mata menjalankan riba tetapi dengan cara hailah (tipu 
muslihat). (Tafsir Ibnu Katsir)
12
 
2. Al-Hadits : 
Hadis riwayat Ibnu Majah 
 َلاَق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َلْوُسَر ََّنأ َِير ُْدلخا ٍدْيِعَس َبَِأ ْنَع : ٍضَر َت ْنَع ُعْي َبلا َاَنَِإ
(وجام نبإ هاور)  
Artinya: Dari Abi Sa’id al Kurdi, bahwa Rasulullah SAW bersabda : 
sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka 




Hadis riwayat Ibnu Majah: 
 َلاَق َمَّلَسَو ِوَِلاَو ِوْيَلَع ُللها يَّلَص َّبِّنلا ََّنأ : ُةََكر َبْلا َّنِهْيِف ٌث َلََث : ٍ َجَأ  َِإ ُعْي َبَْلا ,
 ُة ََرا َ ُْلاَو , ِعْي َبِلل َ  ِْي َبِْلِل ِْع َّللِابرِّر ُبْلا  ُْل ََو  
Artinya: Dari Suhaib ar-Rumi r.a., bahwa Rasulullah SAW. 
Bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: 
jual beli secara tangguh, muqra>d}ah (mud}a>rabah), dan 
mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan 
rumah, bukan untuk dijual. (H.R. Ibnu Majah) 
 
12 M. Abdul Ghoffar,Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 (Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, t.t.), 279. 
13 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid II, hadis no. 2185, 737. 





































Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan 
alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan 
dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau 
barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan 
barang lainnya yang sesuai.
14
 
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI 
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, 
yang ditetapkan pada tanggal 01 April 2000 tentang Akad 
Mura>bah}ah. 
 
C. Rukun Mura>bah}ah 
       Rukun merupakan suatu yang harus ada, tanpa adanya rukun maka  
tidak akan dibilang sah,
15
 hal tersebut merupakan prinsip mendasar yang 
harus dipenuhi dalam mura>bah}ah seperti ijab dan qabul dalam masalah 
jual beli, tanpa adanya ijab qabul jual beli itu tidaklah sah, karena ijab 
qabul merupakan rukun jual beli. 
       Demikian juga dalam masalah mura>bah}ah tentulah ada unsur-unsur 
(rukun) yang dapat menyebabakan sahnya suatu perjanjian mura>bah}ah. 
 
14
 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunah (Kairo: Maktabah Dar al-Turas,tth, Juz III), 147. 
15 Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 49-50. 







































1. Adanya pihak yang melakukan akad, yaitu penjual (ba’i) adalah pihak 
yang memiliki barang untuk dijual dan pembeli (musytari) adalah 
pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
17
 Adapun syarat 
pihak yang berakad:  
a. Cakap menurut hukum 
b. Tidak terpaksa 
2. Objek akad, yaitu barang dagangan (ma>bi’). Adapun syarat objek akad 
adalah sebagai berikut: 
a. Barang tidak dilarang oleh syara’ 
b. Penyerahan barang dapat dilakukan 
c. Hak milik penuh yang berakad 
3. Harga (th>man), adapun syarat harga adalah sebagai berikut: 
a. Memberitahukan harga pokok 
b. Keuntungan yang telah disepakati 
4. Ijab Qabul (sighat), adapun syarat sighat adalah sebagai berikut: 
a. Harus jelas 
b. Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang 
c. Tidak dibatasi oleh waktu 
 
 
16 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Cet.I (Jakarta: Zikrul Hakim, 
2003), 40. 
17 Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Syariah…, 82. 



































D. Mura>bsah}ah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI 
       Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, 
yang ditetapkan pada tanggal 01 April 2000 tentang Akad Mura>bah}ah 
untuk dijadikan pedoman oleh Bank Syariah atau Lembaga Keuangan 
Syariah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya 




Pertama: Ketentuan Umum Mura>bah}ah 
1) Bank dan nasabah harus melakukan akad Mura>bah}ah yang bebas riba. 
2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. 
3) Bank atau lembaga keuangan syariah membiayai sebagian atau seluruh 
harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. 
4) Bank atau lembaga keuangan syariah membeli barang yang diperlukan 
nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas 
riba. 
5) Bank atau lembaga keuangan syariah harus menyampaikan semua hal 
yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan 
secara utang. 
6) Bank atau lembaga keuangan syariah kemudian menjual barang 
tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli 
plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank atau lembaga keuangan 
 
18 Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakarta: Erlangga, 2011), 256. 



































syariah harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada 
nasabah berikut biaya yang diperlukan. 
7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 
jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
tersebut, pihak bank atau lembaga keuangan syariah dapat mengadakan 
perjanjian khusus dengan nasabah. 
9) Jika bank atau lembaga keuangan syariah hendak mewakilkan kepada 
nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli 
mura>bah}ah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi 
milik bank atau lembaga keuangan syariah. 
Kedua: Ketentuan Mura>bah}ah kepada Nasabah 
1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu 
barang atau asset kepada bank atau lembaga keuangan syariah. 
2) Jika bank atau lembaga keuangan syariah menerima permohonan 
tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya 
secara sah dengan pedagang. 
3) Bank atau lembaga keuangan syariah kemudian menawarkan asset 
tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya 
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara 
hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak 
harus membuat kontrak jual beli. 



































4) Dalam jual beli ini bank atau lembaga keuangan syariah dibolehkan 
meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani 
kesepakatan awal pemesanan. 
5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil 
bank atau lembaga keuangan syariah harus dibayar dari uang muka 
tersebut. 
6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh 
bank atau lembaga keuangan syariah, bank atau lembaga keuangan 
syariah dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 
7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang 
muka, maka: 
a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia 
tinggal membayar sisa harga. 
b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank atau 
lembaga keuangan syariah maksimal sebesar kerugian yang 
ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang 
muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. 
Ketiga: Jaminan dalam Mura>bah}ah  
1) Jaminan dalam mura>bah}ah dibolehkan agar nasabah serius dengan 
pesanannya. 
2) Bank atau lembaga keuangan syariah dapat meminta nasabah untuk 
menyediakan jaminan yang dapat dipegang. 
 



































Keempat: Utang dalam Mura>bah}ah  
1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi mura>bah}ah 
tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah 
dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual 
kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap 
berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank atau 
lembaga keuangan syariah. 
2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, 
ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 
3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap 
harus menyelesaikan utangnya sesuai keepakatan awal. Ia tidak boleh 
memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu 
diperhitungkan. 
Kelima: Penundaan Pembayaran dalam Mura>bah}ah  
1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 
penyelesaian utangnya. 
2) Jika nasabah menuda-nunda pembayarannya dengan sengaja, atau jika 
salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
Keenam: Bangkrut dalam Mura>bah}ah   
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan 
utangnya, bank atau lembaga keuangan syariah harus menunda tagihan 



































utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan 
kesepakatan. 
 
E. Syarat Pembiayaan Mura>bah}ah 
Syarat-syarat pembiayaan mura>bah}ah adalah sebagai berikut:19 
1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 
3. Kontrak harus bebas riba. 
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 
barang sesudah pembelian. 
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), dan (e) tidak dipenuhi, 
pembeli meiliki pilihan: 
1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya. 
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang 
yang dijual. 
3. Membatalkan kontrak. 
 
F. Jenis-jenis Mura>bah}ah 
Bentuk-bentuk akad mura>bah}ah antara lain:20 
1. Mura>bah}ah tanpa pesanan 
 
19 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Pers, 
2001), 102. 
20 Ibid., 89. 



































       Mura>bah}ah adalah bentuk akad mura>bah}ah ketika penjual 
memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga 
perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan. Maksudnya 
ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, BMT 
menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada 
mura>bah}ah ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada 
tidaknya pesanan atau pembeli. 
2. Mura>bah}ah kepada Pemesan 
       Maksudnya BMT baru akan melakukan transaksi mura>bah}ah 
atau jual beli apabilaada nasabah yang memesan barang sehingga 
penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Bentuk 
mura>bah}ah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan 
penjual. 
       Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi’I menamai transaksi sejenis 
ini dengan istilah al-amir bisysyira. Dalam hal ini, calon pembeli atau 
pemesan dapat memesan kepada seseorang untuk membelikan suatu 
barang tertentu yang diinginkannya. Kedua pihak membuat 
kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal 
pembelian yang masih sanggup ditanggung pemesan. Setelah itu, 
kedua belah pihak juga harus menyepakati berapa keuntungan atau 



































tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual beli antar kedua belah 




G. Skema Pembiayaan Mura>bah}ah 
       Pembiayaan mura>bah}ah merupakan jenis pembiayaan yang sering 
diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam 
transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan 
oleh individu. Jenis penggunaan mura>bah}ah lebih sesuai untuk 
pembiayaan investasi dan konsumsi. Pembiayaan mura>bah}ah kurang 




       Secara umum penerapan transaksi mura>bah}ah dapat digambarkan 
dalam bentuk skema
23










21 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah, Wacana Ulama & Cendekiawan, Cet. I (Jakarta: 
Tazkia Institute, 1999), 121. 
22
 Ismail, Perbankan Syariah…, 140-141. 
23 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik…, 107. 



































1. Negoisasi & Persyaratan 
 
2. Akad Jual Beli 
 
  6. Bayar 
  
 3.  Beli Barang          4. Kirim 
 
Keterangan: 
a. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana 
transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi 
meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga 
jual. 
b. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana 
bank syariah sebagaii penjual dan nasabah sebagai pembeli. 
Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek 
jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang. 
c. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan 
nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier/penjual. 
Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan 
keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad. 











































e. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen 
kepemilikan barang tersebut. 
f. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan 
pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah 
ialah dengan cara angsuran. 
 
H. Prosedur Pembiayaan Mura>bah}ah di BMT 
       Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses 
pembiayaan yang sehat yaitu proses pembiayaan yang berimplikasi 




1. Permohonan Pembiayaan 
       Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. 
Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari 
nasabah kepada officer BMT. Namun implementasinya, permohonan 
dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu, untuk kemudian 
ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut officer 
BMT usaha dimaksud layak dibiayai. 
2. Pengumpulan Data dan Investigasi 
       Data yang diperlukan oleh officer bank didasari pada kebutuhan 
dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan, data yang diperlukan 
antara lain: 
 
24 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah…, 38. 



































a. Untuk Pegawai (Karyawan Swasta/PNS): 
1. Kartu Identitas calon nasabah dan istri (KTP atau 
passport) 
2. Kartu Keluarga, Surat Nikah 
3. Slip gaji terakhir 
4. Surat referensi dari kantor tempat bekerja atau SK 
penganggkatan untuk PNS 
5. Salinan rekening bank 3 bulan terakhir 
6. Salinan tagihan rekening telepon dan listrik 
7. Data objek pembiayaan 
8. Data jaminan 
b. Untuk Pengusaha Perorangan: 
1. Kartu Identitas calon nasabah dan istri (KTP atau 
passport) 
2. Kartu Keluarga, Surat Nikah 
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan 
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
5. Salinan rekening bank 3 bulan terakhir 
6. Salinan tagihan rekening telepon dan listrik 
7. Data objek pembiayaan 
8. Data jaminan 
 
 



































c. Untuk Profesional (dokter, pengacara, dll): 
1. Kartu identitas calon nasabah dan istri (KTP atau 
passport) 
2. Kartu Keluarga, Surat Nikah 
3. Surat Ijin Profesi 
4. Surat Ijin Praktek  
5. Salinan rekening bank 3 bulan terakhir 
6. Salinan tagihan rekening telepon dan listrik 
7. Data objek pembiayaan 
8. Data jaminan 
3. Analisis Pembiayaan 
       Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode 
sesuai kebijakan BMT. Namun kebanyakan BMT menggunakan 
metode analisa 5C yaitu: Character, Colleteral, Capital, Capacity, 
Condition. Jika calon nasabah memenuhi persyaratan 5C maka 
nasabah ketahap selanjutnya. 
4. Persetujuan Pembiayaan 
       Persetujuan pembiayaan adalah proses penentuan disetujui atau 
tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Yang terlibat dalam komite 
pembiayaan adalah offier bank dan senior officer yang bertugas 
dalam memutuskan apakah pengajuan pembiayaan ditolak atau 
ditunda ataupun disetujui. 



































5. Pengumpulan Data 
       Selanjutnya, pengumpulan data digunakan untuk memenuhi 
persyaratan tambahan yang diperoleh dari komite pembiayaan. 
Penentuan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan merupakan 
indikasi utama tindak lanjut pencairan dana. 
6. Pengikatan 
       Tahap selanjutnya adalah pengikatan yaitu pengikatan 
pembiayaan maupun jaminan. Dalam pengikatan dibedakan menjadi 
dua macam yakni: pengikatan di bawah tangan adalah proses 
penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dan nasabah. 
Sedangkan pengikatan notariel adalah proses penandatanganan akad 
yang disaksikan oleh notaries. 
7. Pencairan 
       Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada 
nasabah. Sebelum dilakukan proses pencairan, harus dilakukan 
pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai 
proposal pembiayaan. 
8. Monitoring 
       Tahap setelah pencairan adalah memonitoring nasabah dengan 
memantau perkembangan usaha nasabah. Jika terjadi tidak 
tercapainya target maka officer bank melakukan tindakan 



































penyelematan yaitu turun kelapangan menemui nasabah untuk 
mengetahui permasalahan yang dialami nasabah. 








Sumber: Sunarto, 2003: 141 
 
I. Manfaat atau Tujuan Pembiayaan Berdasarkan Akad Mura>bah}ah 
1. Bagi Bank 
Manfaat pembiayaan mura>bah}ah bagi bank adalah sebagai salah satu 
bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk 
margin. 
2. Bagi Nasabah 
Sedangkan bagi nasabah penerima fasilitas adalah merupakan salah 
satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari 



































bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran 




J. Pandangan Ulama Terhadap Kebolehan Akad Mura>baha}h 
Diantara pendapat ulama mengenai mura>bah}ah : 
1. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa mura>bah}ah termasuk perbuatan 
yang dibolehkan tetapi tidak disukai (makruh tahrim) karena hal itu 
merupakan perbuatan yang mendekati haram. Dimana ketika si 
pembeli dan penjual sepakat untuk menentukan harga pada awal 
mulanya dan penjual memberitahukan pada waktu perjanjian jual beli, 
apabila penjual tidak memberitahukan harga pokok maka boleh 
menambah harga jual barang (margin) bahkan hal tersebut adalah 
perbuatan yang terpuji, karena terdapat manfaat bagi penjual berupa 
keuntungan dari barang dagangan dan apabila terjadi suatu 
kebohongan yang diketahui lewat bukti-bukti, pengakuan, sumpah, 
maka pembeli berhak untuk mengambil barang dagangannya melalui 




2. Madzhab Maliki berpendapat bahwa mura>bah}ah perbuatan yang 
menyalahi keutamaan (khilafatul aula’) dikarenakan hal tersebut 
membutuhkan banyak sekali keterangan sehingga jual beli tersebut 
dapat mengakibatkan kerusakan (fasik) pada akad yakni apabila 
 
25 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT Gramedia Putaka, 2012), 200. 
26
 Abdurrahman Al Jaziri, Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzhab Al-Arba’ah Juz Tsani (Mesir: Al-
Makrabah Al-Tujjariyah Al-Kubro, tth), 278-279. 



































mura>bah}ah tersebut dilakukan sebelum menyebut dan menyepakatinya, 
adapun jika tidak menyebutkan harga pokok penjualan ditambah 
keuntungan kepada pihak pembeli maka hukumnya haram, maksudnya 
penjual harus menerangkan barang dagangannya dan setiap hal yang 
bisa menjdaikan nilai tambah terhadap harga, apabila hal tersebut tidak 
diperhatikan dapat mengakibatkan putusnya akad. 
3. Madzhab Syafi’I berpendapat bahwa mura>bah}ah diharamkan apabila 
pemberitahuan harga pokok dan keuntungan dilakukan setelah 
menetapkan harga jual dan kesepakatan tersebut dilakukan secara 
terang-terangan. Tetapi apabila penjual berkata sehingga menyebutkan 
harganya dengan samar, hal demikian bukan termasuk kesepakatan 
terhadap harga karena akadnya dilakukan tidak secara jelas, maka hal 
tersebut tidak diharamkan. 
4. Madzhab Hambali berpendapat mura>bah}ah diharamkan apabila, 
pemberitahuan harga pokok ditambah keuntungan kepada pihak 
pembeli (tawar menawar) dilakukan setelah adanya kesepakatan antara 







27 Ibid., 279. 


































 PRAKTIK PEMBIAYAAN MURA>BAH}AH DI BMT MUDA JATIM 
SURABAYA 
 
A. Profil Singkat BMT Muda Jatim Surabaya 
1. Sejarah Berdirinya BMT Muda Jatim Surabaya 
Gagasan pendirian BMT Muda diawali dari ide salah seorang 
alumnus Master of Economics International Islamic University 
Malaysia (IIUM), yakni Sdri. Shochrul Rohmatul Ajija. Dengan 
mengajak beberapa kolega yang sama-sama alumni Ilmu Ekonomi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, yakni Sdr. 
Suhardianti Endi Akhsani (Onish) dan Yusifa Nur Aulia, akhirnya 
mereka bisa merumuskan pendirian sebuah BMT dengan nama 
Mandiri Ukhuwah Persada atau yang disingkat dengan BMT MUDA. 
Semangat yang pantang surut mendorong ketiga perempuan tersebut 
berhasil meyakinkan para pendiri awal. Bahkan, Sdri. Yusifa Nur 
Aulia sendiri pada waktu itu tengah hamil tua, sehingga meski 
dengan terengah-engah beliau mampu turut serta mencetuskan 
lahirnya BMT Muda ini. 
Desember 2011 menjadi bulan bersejarah bagi rintisan 
pendirian BMT Muda. Pada waktu itu telah mampu terhimpun 48 
pendiri BMT Muda dengan skala Jawa Timur, yakni 20 pendiri 
dengan KTP Kota Surabaya, 20 pendiri dengan KTP Kabupaten/Kota 

































Mojokerto, dan 8 pendiri dengan KTP di luar Surabaya maupun 
Mojokerto. Para pendiri BMT Muda adalah sebagai berikut 
Domisili Kabupaten/Kota Mojokerto 
NO. NAMA PEKERJAAN 
1. Shochrul Rohmatul Ajija Dosen 
2. Sri Cahyaning Umi Salama Mahasiswi 
3. Nur Aulia Wiraswasta 
4. Siti Muchaiyah Pedagang Sayur 
5. Abdul Malik Petani 
6. Hasim Petani 
7. Sukamah Petani 
8. Amin Petani 
9. Poniti Ibu Rumah Tangga 
10. Suwatin Ibu Rumah Tangga 
11. Suparning Petani 
12. Poniti Petani 
13. Rhokemah Petani 
14. Hartatik Ibu Rumah Tangga 
15. Munjayanah Ibu Rumah Tangga 
16. Sutianah Petani 
17. Siti Hudayah Petani 
18. Ratminah Petani 
19. Ripah Petani 








































Domisili Kota Surabaya 
NO. NAMA PEKERJAAN 
21. Yusifa Nur Aulia Mahasiswi 
22. Sunoyo Pegawai Pasar Keuangan 
23. Umu Kholifah Ibu Rumah Tangga 
24. Sopiatun Pedagang Perancang 
25. Rumayya Batubara Dosen 
26. Sesweni Pedagang Snack 
27. Usman Karyawan Swasta 
28. Akhmat Fatahillah Pelajar 
29. Tirta Widya Permana Rental Multimedia 
30. H. Karjadi Mintaroem Mantan Dekan FEB Unair 
31. Sri Subekti Pengusaha Mikro 
32. H. Yahya Nurhadi Pengusaha Mikro  
33. Arya Ari Kusuma Pemilik Digital Printing 
34. Galih Pria Kusuma Pemilik Digital Printing 
35. Sri Wahyuni Pengusaha Mikro 
36. Umi Hariyati Pengusaha Mikro 
37. Moch. Ichsan Karyawan Freelance 
38. Harmonia Citrarini W Mahasiswi 
39. Achmad Zakaria Aktivis LSM 
40. Rio Pungky Syaifuddin Karyawan Freelance 
Domisili Luar Kota Surabaya dan Mojokerto 
NO. NAMA PEKERJAAN 
41. Suhardiyanti Endi Akhsani Aktivis Koperasi 
42. Sudarti Pengusaha Printing 
43. Nur Chamimah Pegawai Bank Syariah 
44. Rahmat Heru Setianto Dosen 
45. Clara Shinta Canggih S Aktivis Ekonomi Syariah 

































46. Istikharoh Karyawati Freelance 
47. Okta Sindhu H Dosen 
48. Mochamad Mubin Pegawai FEB Unair 
Dengan berkumpulnya 48 pendiri tersebut, mereka sepakat 
untuk segera mengadakan grand launching pada tanggal 7 Januari 
2012 sebagi awal kegiatan pra operasional BMT. Bapak H. Karjadi 
Mintaroem, selaku pembina BMT Muda yang meresmikan dibukanya 
operasional BMT Muda yang diselenggarakan di depan kantor BMT 
Muda, Jl. Kedinding Lor Gang Tanjung 49 Surabaya. Tangis, haru, 
khidmat, semangat, dan rasa syukur Nampak menyelimuti perasaan 
para pendiri BMT. Motto BMT Muda, yakni “Berdaya, Mandiri, 
Sejahtera” semakin memantapkan para pendiri, bahwa dengan ijin 
Allah mereka memulai kiprah dari langkah kecil untuk membangun 
negeri ini. 
Dengan semangat yang terus menyala dan rasa saling berkorban 
yang tinggi demi tercapainya visi bersama, BMT Muda mampu terus 
melejit hari demi hari. H. Sunoyo, S.Sos, salah seorang pendiri 
sekaligus paman dari Ketua BMT Muda yakni, Sdri. Shochrul 
Rohmatul Ajija, akhirnya tidak tanggung-tanggung menunjukkan 
komitmennya dalam membesarkan wajihah dakwah ini. Beliau pun 
keluar dari pekerjaannya di pasar keuangan dan merintis perjuangan 
di BMT Muda. Semua kemampuan beliau kerahkan, termasuk tenaga, 
harta, waktu, dan keluarga. 

































Di tangan beliau selaku manajer utama, BMT Muda mampu 
melejit diluar perkiraan awal. Badan Hukum Koperasi BMT Muda 
skala Jatim telah didapat pada bulan Mei 2012. Lebih dari itu, BMT 
Muda secara keuangan juga mampu menembus angka 500 juta pada 
kisaran bulan tersebut. Dan hal yang fantastis adalah beliau mampu 
memberikan pendampingan bagi para UMKM yang bergabung 
dengan BMT Muda. Pendampingan yang diberikan tidak hanya 
berupa dana pembiayaan, namun juga dari sisi manajerial usaha dan 
spiritual para pengusaha mikro. 
Mei 2012, BMT Muda berhasil menjalin kerjasama dengan 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto. Selain 
itu, Juni 2012, BMT Muda pun mendapat tawaran dari PT. Jamsostek 
Persero cabang Karimunjawa Surabaya untuk dana kemitraan 
UMKM yang sebelumnya gagal dilaksanakan untuk BMT yang lain. 
Awalnya Ketua BMT Muda merasa ragu untuk menerima tawaran 
tersebut, terlebih PT. Jamsostek adalah perusahaan milik negara yang 
masih dikelola secara konvensional. Sementara itu, BMT Muda 
adalah lembaga keuangan mikro yang komitmen dengan syariah. 
Dalam memutuskan hal ini, Ketua BMT Muda pun meminta saran 
dan pertimbangan dari beberapa pihak yang lebih mengerti tentang 
syariah, termasuk ke salah satu pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam 
(IAEI) Pusat. 

































Pertimbangan dalam menerima kerjasama ini adalah asas 
kemaslahatan (maqasid syariah). Hal ini dikarenakan, dana kemitraan 
dari PT. Jamsostek tersebut adalah digunakan untuk merangkul para 
pengusaha mikro yang sering terbelit hutang dengan rentenir. Selain 
itu, dengan adanya program kemitraan ini, para UMKM tersebut juga 
mendapat perlindungan jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan 
kerja dan jaminan kematian. Selama ini, masyarakat menganggap PT. 
Jamsostek hanya bisa dimanfaatkan oleh para karyawan yang bekerja 
di pabrik-pabrik atau usaha formal lainnya. Sementara itu, bagi 
mereka yang bekerja di sektor informal seperti tukang becak, 
pedagang rombeng, bakul rujak, petani, maupun nelayan, tidak 
berhak untuk mendapat layanan ini. Padahal PT. Jamsostek 
sebenarnya telah mempunyai program untuk pengusaha informal 
yang digolongkan dalam kelompok tenaga kerja di luar hubungan 
kerja (TK LHK). 
Dengan terjalinnya kerjasama antara BMT Muda dengan PT. 
Jamsostek Karimunjawa Surabaya yang diikuti dengan cabang Darmo 
dan Perak, kini BMT Muda mampu membina kurang lebih 600 
UMKM. Para pengusaha informal pun semakin terbantu dengan 
adanya layanan kesehatan dari PT. Jamsostek. Usaha mereka juga 
semakin besar karena adanya dana kemitraan dan pendampingan. Dan 
senyum khas mereka semakin menjadi motivasi kami untuk terus 
mengepakkan sayap BMT Muda Jatim Surabaya. 

































2. Visi Misi BMT Muda Jatim Surabaya 
Visi: 
Menjadi BMT terkemuka, professional dan dapat memberikan 
kemaslahatan bagi masyarakat kota Surabaya pada khusunya dan 
Jawa Timur pada umumnya. 
Misi: 
Untuk mencapai visi tersebut di atas maka misi BMT “Mandiri 
Ukhuwah Persada” adalah: 
a. Memberikan pelayanan jasa koperasi yang berbasis syariah, 
professional, amanah, dan akuntabel. 
b. Memberdayakan ekonomi kerakyatan yang dapat memberikan 
kemaslahatan bagi umat. 
c. Meningkatkan kualitas pegawai yang professional dan mengerti 
sepenuhnya aspek-aspek BMT. 
d. Memberdayakan jaringan mahasiswa muslim di kota Surabaya 
pada khusunya dan Indonesia pada umumnya. 
e. Meningkatkan kinerja BMT dengan sistem yang berbasis 
teknologi informasi. 
f. Menjunjung konsisten dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip 
syariah di operasional BMT. 
 
 

































3. Struktur Organisasi, Personalia dan Deskripsi Tugas 





















Rapat Anggota Tahunan (RAT) 
PENGAWAS 
1. DRS. H. Karjadi Mintaroem 
2. Ahmad Hudaifah, SE, M.ec 
PENGURUS 
Ketua  : Shochrul Rohmatul Ajija, SE., M.ec 
Sekretaris : Sudarti, SE 
Bendahara : Okta Shindu Hartadinata, SE., AK., M.si 
PENGELOLA 




Manajer                   : H.Sunoyo,S.sos.,Apr 
Co. Kas Mojokerto : Siti Muchaiyah 
Teller                       : Istikharoh 
Account Officer       :  
1. Moh. Ikhsan 









Sri Cahyaning Umi 
Salama 
 

































b. Deskripsi Tugas 
1) Pengawas 
Pengawas adalah bagian yang melakukan pengawasan 
operasional kerja, manajemen dan aplikasi akad yang 
berhubungan dengan BMT Muda. 
a) Pengawas Syariah, bertugas : 
1. Memastikan produk dan jasa BMT Muda sesuai dengan 
syariah 
2. Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan 
sesuai dengan syariah 
3. Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat 
mencerahkan dan membangun kesadaran bersama 
sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah 
secara islami melalui wadah BMT Muda. 
b) Pengawas Manajemen, bertugas : 
1. Mengawasi penerapan konsep manajemen dalam seluruh 
kegiatan operasional BMT Muda 
2. Memberikan rekomendasi pelaksanaan sistem yang lebih 
efektif dan edukatif 
3. Melaksanakan evaluasi sistem operasional kerja BMT 
Muda 
c) Pengurus  
Secara umum fungsi dan tugas pengurus adalah : 

































1. Menyusun kebijakan umum BMT Muda yang telah 
dirumuskan dalam rapat anggota 
2. Melakukan pengawasan operasional BMT Muda 
3. Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu 
4. Pengawasan tugas manager (pengelola) 
5. Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan 
ditawarkan kepada anggota 
6. Melaporkan perkembangan BMT Muda kepada para 
anggota dalam rapat anggota. 
Kepentingan BMT Muda terdiri dari ketua dan sekretaris, 
sedangkan fungsi dan tugas masing-masing jabatan adalah 
sebagai berikut : 
1) Ketua 
a. Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus 
b. Memimpin rapat bulanan pengurus dengan manajemen, 
menilai kinerja bulanan dan kesehatan BMT Muda 
c. Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-
surat lain yang bertalian dengan penyelenggaraan 
keuangan BMT Muda 
d. Menjalankan tugas-tugas 
2) Sekretaris  
a. Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan 
lengkap dari rapat anggota dan rapat pengurus 

































b. Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota 
sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan 
AD/ART 
c. Memberikan catatan-catatan keuangan BMT Muda hasil 
laporan dari pengelola 
d. Memverifikasi dan memberikan saran pada ketua 
tentang berbagai situasi dan perkembangan BMT Muda. 
3) Pengelola  
Pengelola adalah pelaksana operasional harian BMT Muda, 
pengelola terdiri dari manajer, Account Officer (AO), 
teller, administrasi, koordinator wilayah Mojokerto, 
koordinator catering, dan koordinator unit sosial dan 
pengembangan usaha kecil. 
Tugas Manager : 
a. Melaksanakan kebijakan pengurus dalam pengelolaan 
usaha BMT 
b. Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan 
usaha koperasi yang dilaksanakan oleh para karyawan. 
c. Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas 
mengenai bidang dan pelaksanaannya. 
d. Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam 
keputusan Rapat Anggota Tahunan 

































e. Menanggung kerugian usaha koperasi sebagai akibat 
dari kelainan atau tindakan yang disengaja atas 
pelaksanaan tugas yang dilimpahkan. 
Tugas Teller : 
a. Melakukan proses awal hari untuk masuk dalam 
program BMT Muda 
b. Mendata daftar kolektabilitas nasabah untuk penagihan 
secara rutin 
c. Melayani pembayaran mulai dari penabung, 
pembiayaan, dan penarikan 
d. Melayani pembayaran jamsostek, PLN, token dan pulsa 
elektrik 
e. Menghitung uang secara harian sampai balance 
f. Memasukkan file dalam berangkas 
g. Mengambil file diberangkas 
h. Menyimpan data surat masuk dan surat keluar 
i. Membantu teller menghitung uang sampai balance 
j. Melayani nasabah untuk pendaftaran baru untuk 
pembiayaan mud}a>rabah dan pentingnya mura>bah}ah 
Tugas AO : 
a. Menerima nasabah baru 
b. Menerima daftar kolektabilitas nasabah dari Teller 
untuk penagihan harian 

































c. Mensurvei nasabah baru untuk meninjau keadaan 
nasabah yang mengajukan pinjaman baru 
d. Mempromosikan BMT MUDA khususnya dalam 
tabungan dan pembiayaan 
e. Menyetorkan hasil penagihan kepada Teller 
Bagian Koordinator Wilayah Mojokerto : 
Bertugas mengkoordinasi kegiatan di BMT Muda wilayah 
cabang Mojokerto. 
Bagian Koordinator Catering : 
Bertugas untuk mengkoordinasi unit usaha catering BMT 
Muda. 
Bagian Koordinator Unit Usaha dan Pengembangan Usaha 
Kecil : 
Bertugas mengkoordinasi unit kegiatan sosial seperti TPA, 
ZIS, dan kegiatan sosial antara lainnya serta 
bertanggungjawab mengembangkan usaha kecil BMT 
Muda Jatim Surabaya. 
 
4. Produk dan Aplikasi Akad 
Produk dan layanan diperuntukkan bagi yang mengutamakan 
prinsip syariah disertai dengan kenyamanan, keamanan, keleluasaan, 
dan kemudahan bertransaksi. Berbagai produk BMT Muda adalah : 
a. Unit Usaha Riil, yang meliputi : 

































1) Unit usaha pembayaran listrik dan PDAM serta pengisian pulsa 
token 
2) Unit usaha catering : melayani pesan prasmanan untuk semiar, 
walimah, tasyakuran dan lain-lain. Melayani pesanan aqiqah, 
nasi kotak, tumpeng, jajanan pasar, maupun kue untuk hajatan. 
b. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), yang meliputi : 
1) Simpanan 
a. Si Muda Qurban 
Tabungan Si Muda Qurban adalah simpanan yang 
diperuntukkan untuk keperluan pembelian hewan qurban. 
Penarikan dilakukan satu kali menjelang ibadah qurban. 
Simpanan ini menggunakan prinsip mud}a>rabah muthlaqah 
sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai 
dengan nisbah 20% (mitra) : 80% (BMT). Adapun manfaat 
dan kemudahan menggunakan produk ini sebagai berikut: 
1. Qurban jadi lebih terencana 
2. Aman dan pemenuhan qurban terjamin 
3. Bebas biaya administrasi bulanan 
4. Layanan jemput simpanan 
5. Mendapat buku tabungan  
Syarat dan ketentuan sebagai berikut : 

































1. Harga hewan qurban standart Si Muda Qurban ditetapkan 
maksimal H-3 penyembelihan akan diinformasikan 
kepada penyimpanan. 
2. Jika H-30 penyembelihan, nilai rekening Si Muda Qurban 
belum memenuhi harga standart Si Muda Qurban, maka 
penyimpan dapat segera memenuhinya dalam jangka 
waktu maksimal H-15 penyembelihan. 
3. Si Muda Qurban pada saat penyembelihan diwujudkan 
berupa fisik hewan (kambing/sapi) dan didistribusikan 
sesuai permintaan penyimpan (Surabaya dan Mojokerto) 
atau boleh BMT Muda atas persetujuan penyimpan. 
4. Si Muda Qurban kambing berlaku untuk 1 orang dan Si 
Muda Qurban sapi ditabungkan secara kolektif untuk 7 
orang. 
5. Si Muda Qurban ditabungkan secara rutin bulanan 
menurut jangka waktu sesuai pilihan 
Setoran Si Muda Qurban 
1. Kambing  
a. Jangka 10x = @ Rp 110.000,-/bulan 
b. Jangka 20x = @ Rp 50.000,-/bulan 
2. Sapi  
a. Jangka 10x = @ Rp 800.000,-/bulan 
b. Jangka 20x = @ Rp 400.000,-/bulan 

































Cara Buka Simpanan : 
1. Foto copy KTP/SIM 
2. Mengisi formulir calon anggota BMT MUDA 
3. Mengisi formulir pembukaan rekening 
4. Biaya administrasi Buka Rekening Rp 5.000,- 
b. Tabungan Idul Fitri 
Si Dafit adalah simpanan dana dengan akad wadiah yadh 
dhamanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari 
raya idul fitri. 
Manfaat dan Kemudahan : 
1. Idul fitri jadi lebih terencana 
2. Bebas biaya administrasi bulanan 
3. Layanan jemput simpanan jika diatas Rp 50.000,- 
4. Mendapat buku tabungan 
5. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan (jika 
jumlah tabungan melebihi jumlah pinjaman yang akan 
dilakukan) 
Syarat dan Ketentuan : 
1. Foto copy KTP/SIM 
2. Mengisi formulir calon anggota BMT Muda Jatim 
Surabaya 
3. Mengisi formulir pembukaan rekening 
4. Setoran awal minimal Rp 25.000,-  

































c. Tabungan Pelajar 
Tabungan pelajar Sidik Muda adalah bentuk simpanan 
yang alokasi dananya diperuntukkan untuk dana pendidikan 
bagi putra-putri mitra. Penarikan dapat dilakukan dua kali 
dalam satu tahun, yakni pada saat ajaran baru dan pergantian 
semester. Simpanan pendidikan Sidik Muda ini dilakukan 
dengan sistem mud}a>rabah mutlaqah. 
Fitur Unggulan : 
1. Dana aman dan terjamin 
2. Membantu perencanaan pendidikan buah hati tercinta 
3. Bagi hasil yang kompetitif 20:80 (Nasabah:BMT) 
4. Mendapat buku simpanan 
5. Layanan SIPUT Express (Siaga Jemput) simpanan bagi 
anggota yang baik bisa ke kantor BMT (minimal senilai 
Rp 50.000,-) 
6. Pembukaan rekening bisa atas nama perorangan maupun 
lembaga pendidikan secara kolektif (TK, SD, SMP, 
SMA, Perguruan Tinggi) 
Syarat dan Ketentuan : 
1. Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku 
2. Mengisi formulir calon anggota BMT Muda 
3. Mengisi formulir pembukaan tabungan Sidik Muda 
4. Setoran awal minimal Rp 5.000,- 

































5. Administrasi buka rekening Rp 5.000,- (administrasi 
buka rekening tabungan ini dilakukan hanya sekali) 
6. Bebas biaya tutup rekening 
d. Tabungan Umrah 
Tabungan Umrah Muda adalah simpanan dana yang 
dipersiapkan untuk biaya pelaksanaan ibadah Umrah dengan 
menggunakan akad wadiah yadh dhamanah. Tabungan wadiah 
yadh dhamanah adalah tabungan yang dijamin dimana 
tabungan yang selama belum dikembalikan kepada penabung 
dapat dimanfaatkan oleh BMT. Apabila dari hasil 
pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya 
menjadi hak BMT.  
Fitur Unggulan :  
1. Dapat merencanakan keberangkatan ibadah Umrah 
sesuai dengan waktu yang diiinginkan.  
2. Pengurus administrasi keberangkatan diurus oleh pihak 
BMT Muda. 
3. Mendapatkan souvenir menarik.  
4. Mendapatakan bimbingan umrah gratis.  
5. Mendapatakan bonus bagi hasil.  
6. Bebas biaya adminitrasi bulanan  
Syarat dan Ketentuan : 
1. Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku  

































2. Mengisi formulir calon anggota BMT Muda  
3. Mengisi formulir pembukuan tabungan Umrah Muda  
4. Setoran awal minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)  
5. Setoran berikutnya sesuai dengan ketetapan 
perencanaan keberangkatan 
6. Ketentuan keberangkatan adalah Rabiul Awal, bulan 
rajab dan akhir bulan Sya’ban  
7. Perencanaan keberangkatan minimal 6 (enam) bulan dan 
maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan. Setoran dapat 
dilakukan setiap bulan.  
8. Tabungan hanya boleh dicairkan untuk keperluan 
keberangkatan ibadah Umrah kecuali karena udzur 
syar’i 
9. Administrasi pembukuan tabungan sebesar Rp 5.000,- 
e. Deposito Muda 
Simpanan ini berdasarkan akad mud}a>rabah dan bisa ditarik 
berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati, yaitu 3 
bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan.  
Fitur Unggulan :  
1. Bisa dijadikan jaminan pembiayaan 
2. Nasabah perorangan dengan setoran minimal Rp 
1.000.000,- akan diikutsertakan dalam program jaminan 

































Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek selama 
periode Deposito 
Nisbah (proporsi) bagi hasil deposito :  
1. 3 bulan 52:48 
2. 6 bulan 55:45  
3. 9 bulan 57:43  
4. 12 bulan 60:40  
Syarat dan Ketentuan :  
1. Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku  
2. Mengisi formulir calon anggota BMT Muda Jatim 
Surabaya 
3. Mengisi formulir pembukuan Deposito Muda  
4. Setoran minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)  
5. Biaya administtrasi  buka rekening Rp 5.000,-  
 
2) Pembiayaan 
a. Mud}a>rabah (bagi Hasil)  
       Adalah pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT, 
sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. 
Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan 
bersama berdasarkan ketentuan hasil. 
 
 

































b. Musya>rakah (Bagi Hasil) 
Adalah pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan 
kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak 
bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau 
menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut. 
Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi 
penyertaan modal sesuai dengan kesempatan bersama.  
c. Mura>bah}ah (Jual Beli) 
Adalah pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual 
didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah 
keuntungan bagi BMT. Keuntungan adalah selisih harga jual 
dengan harga asal yang disepakati bersama. 
d. Qardul Hasan 
Adalah penyediaan dana pinjaman berdasarkan 
kesepakatan antara BMT dan Mitra peminjam yang 
mewajibkan mitra peminjam melunasi hutangnya setelah 
jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Dalam sistem ini, 
peminjam diperkenankan member imbalan kepada BMT tanpa 
dipersyaratkan sebelumnya oleh BMT. 
 
3) Baitul Ma>l 
a. Penghimpunan Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf 
(ZISWAF) 

































b. Penyaluran (ZISWAF) untuk beasiswa, sumbangan 





5. Operasional BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur Surabaya 
Mekanisme kerja dari BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” pada 
prisipnya sama dengan bank syariah dimana BMT “Mandiri Ukhuwah 
Persada” juga menerapkan sistem perhimpunan dana dari masyarakat 
(baik dana sosial maupun bisnis), serata menyalurkan dana tersebut 
dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman sosial yang 
membedakannya dengan bank syariah dalam hal ini adalah pangsa 
pasar yang lebih kecil, yaitu seputar wilayah kota Surabaya 
khususnya bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke 
bawah.  
Sistem funding yang diterapkan oleh BMT “Mandiri Ukhuwah 
Persada” berdasarkan pada akad syar’i seperti mud}a>rabah dan 
wadi’ah dalam produk tabungan, deposito maupun wadiah amanah. 
Dana tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu (pool of fund), 
untuk kemudian disalurkan ke dalam pembiayaan produktif mupun 
konsumtif. Hal di atas kecuali dana sosial (ZIS) yang dikhususkan 
penyaluranya kepada yang berhak, sebagai pinjamin produktif tanpa 
mark up keuntungan bagi  BMT. 
                                                             
1 http://www.bmtmud.com/2012/08/produk.html, diakses pada 12 September 2017. 

































Pada financing, BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” 
menyalurkan dana pihak ketiga kepada masyarakat yang 
membutuhkan pembiayaan modal kerja, maupun untuk urusan 
konsumsi. Pemberian pinjaman di BMT Muda menerapkan tiga jenis 
akad mud}a>rabah, mura>bah}ah dan musya>rakah. 
Sebagai organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh 
sekelompok masyarakat secara swadaya, Koperasi Baitul Ma>l Wa 
Tamwi>l “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur atau yang lebih 
dikenal dengan BMT Muda Jatim Surabaya menjadi wadah yang 
cukup ampuh untuk secara bersama-sama meningkat harkat hidup 
masyarakat kecil. Dalam perjalanan sejak 2 Januari 2012, BMT Muda 
jatim telah secara aktif dan bahu membahu menjalankan beberapa 
program. Diantaranya adalah :  
a. Menjalankan usaha jasa keuangan syariah kepada para anggota 
dengan berbagai latar belakangan bidang pekerjaan, seperti 
pedagang sayur, pedagang asongan, penjahit, petani, industri 
krupuk, pengrajin sepatu dan usaha-usaha informal lainnya.  
b. Membuka bisnis catering dengan mengoptimalkan peran ibu-ibu 
PKK yang ada di gang Tanjung, Kelurahan Tanah Kali 
Kedinding, Surabaya.  
c. Membuka layanan pembayaran listrik, PDAM dan pulsa elektrik.  

































d. Menjalankan bisnis “printing” di Jl. Gubeng jaya Gg VIII dengan 
memberdayakan potensi beberapa mahasiswa Universitas 
Airlangga yang ada di kampus B.  
e. Merintis pembukaan Taman Baca Muda gratis untuk masyrakat 
di daerah sekitar kantor BMT Muda, yakni di Jl. Kedinding Lor 
Gg tanjung 47-49, Surabaya.  
Optimalisasi peran BMT Muda diharapkan mampu memberikan 
solusi atas permasalahan kronis yang hingga saat ini masih belum 
terselesaikan di Indonesia, yakni kemiskinan. Dengan berbekal 
sumber daya yang handal, dimana pengurus BMT Muda Jatim 
Surabaya adalah para pengajar Fakultas Ekonomi Universitas 
Airlangga yang memang peduli dengan “Wong Cilik” dan mantan 
aktifis kampus yang cukup berpengalaman dan jangkauan wilayah 
kerja yang cukup luas, yakni Propinsi Jawa Timur, kami yakin BMT 
Muda mampu berkiprah dalam pengentas kemiskinan di propinsi ini. 
 
B. Praktik Pembiayaan Akad Mura>bah}ah di BMT Muda Jatim Surabaya 
1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan 
Dalam penyaluran pembiayaan, BMT Muda Jatim Surabaya 
mengoptimalkan pembiayaannya menggunakan akad mura>bah}ah 
sebagai salah satu cara yang ditempuh dalam rangka menyalurkan 
dana kepada masyarakat. Prosedur pembiayaan mura>bah}ah yang 
ditetapkan di BMT Muda Jatim Surabaya terbagi ke dalam beberapa 
tahap yang merupakan satu kesatuan prosedur. Ada persyaratan yang 

































harus dipenuhi oleh nasabah untuk mengajukan permohonan 




1) Fotocopy KTP suami/istri 
2) Fotocopy Buku nikah 
3) Fotocopy Kartu Keluarga 
4) Fotocopy agunan 
5) Pas Foto berwarna 4X6 suami/istri 2 lembar2 
b. Prosedur 
Tahapan atau prosedur pengajuan pembiayaan mura>bah}ah di BMT 
Muda Jatim Surabaya: 
1) Calon nasabah/mitra pembiayaan harus menjadi 
mitra/nasabah di BMT Al-Fath IKMI dengan membuka 
rekening tabungan awal dengan pembukuan rekening 
tabungan dengan membayar Rp. 25.000-. Dengan rincian 
masing-masing Rp. 10.000 untuk simpanan pokok dan Rp. 
10.000 simpanan wajib, serta Rp. 5000 untuk biaya 
administrasi pembukaan rekening awal. 
2) Setelah menjadi nasabah/mitra BMT Muda Jatim Surabaya 
langkah selanjutnya adalah Mengisi formulir permohonan 
pengajuan pembiayaan dengan identitas lengkap nasabah. 
                                                             
2 Istikharoh, Wawancara, Surabaya, 13 September 2017. 

































Serta melampirkan persyaratan-persyaratan yang telah 
disebutkan di atas. 
3) Selanjutnya nasabah/mitra masuk daftar antrian untuk 
mendapatkan pembiayaan mura>bah}ah. 
4) Selanjutnya Customer Service dan Account Officer BMT 
Muda Jatim Surabaya melakukan pemeriksaan kelengkapan 
berkas. 
a. Jika berkas belum lengkap maka BMT Muda Jatim 
Surabaya mempersilahkan mitra untuk melengkapinya 
terlebih dahulu. 
b. Jika berkas yang disertakan lengkap dan sesuai 
persyaratan maka tim BMT Muda Jatim Surabaya 
melakukan survey kepada mitra. 
5) Account Officer (AO) melakukan survey kepada mitra 
dengan melakukan tinjauan lapangan kepada mitra 
pembiayaan untuk memperoleh informasi lebih lengkap dan 
melihat langsung asset yang akan dijadikan jaminan oleh 
mitra pembiayaan. Pada tahap survey ini juga dilakukan 
analisis kelayakan usaha mitra menggunakan Formulir 
Permohonan Pembiayaan, Rancangan Anggaran Belanja 
Mitra, dan berkas-berkas kelengkapan. Analisis tersebut 
dilakukan berdasarkan faktor-faktor penilaian pembiayaan 
yang berpedoman pada prinsip 5-C. 

































6) Setelah analisa dilakukan, kemudian menyerahkan hasil 
analisa untuk dibahas dalam rapat komite pembiayaan: 
a. Jika hasil analisis tidak layak maka permohonan 
pembiayaan ditolak dan semua berkas/dokumen nasabah 
dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan. 
b. Jika hasil analisis layak maka langsung diserahkan ke 
bagian operasional untuk disiapkan akad 
pembiayaannya. 
7) Kemudian bagian operasional menyiapkan dokumen 
persetujuan pembiayaan dan jadwal pencairan dana. 
8) Setelah jadwal pencairan dana dibuat maka pihak BMT 
Muda Jatim Surabaya menginformasikannya kepada 
nasabah. 
9) Nasabah datang sesuai jadwal yang ditentukan sambil 
menyerahkan jaminan. Disini jaminan di cek keasliannya 
apakah sudah sesuai dengan berkas yang dilampirkan pada 
saat pengajuan surat permohonan pembiayaan. 
10) Setelah itu kedua belah pihak yaitu BMT Muda Jatim 
Surabaya dan nasabah melakukan akad 
pembiayaan/pengikatan antara kedua belah pihak 
11) Setelah ada pengikatan antara kedua belah pihak, kemudian 
BMT memberikan pembiayaan berupa uang yang telah 
disepakati kepada nasabah sebagai pembayaran utang pada 


































12) Setelah menerima uang sesuai dengan yang diminta, 
selanjutnya sesuai ketentuan dalam persetujuan muraba>h}ah 
pelunasan kepada BMT dilaksanakan oleh nasabah sesuai 
dengan jangka waktu yang disepakati. 
13) Nasabah melakukan pelunasan, baik sekaligus ataupun 
diangsur. 
 
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah Memilih Mura>bah}ah 
Mura>bah}ah merupakan akad jual dan beli yang terjadi antara pihak 
bank Islam selaku penyedia barang yang menjual dengan nasabah yang 
memesan dalam rangka pembelian barang itu. Keuntungan yang 
diperoleh dari pihak bank Islam dalam transaksi ini merupakan 
keuntungan jual beli yang telah disepakati secara bersama. Harga jual 
bank Islam merupakan harga beli dari pemasok ditambah keuntungan 
yang telah disepakati. Dengan begitu pihak nasabah mengetahui besarnya 
keuntungan yang diambil oleh pihak bank Islam. 
Selain itu pada akad mura>bah}ah jika nasabah tidak mampu 
membayar tidak ada denda, bila macet tidak ada bunga berbunga, uang 
sebagai objek, nasabah berutang uang, bukan berhutang barang. 
Namun pada praktiknya, pembiayaan mura>bah}ah di BMT Muda 
Jatim Surabaya digunakan dalam dalam pembiayaan selain jual beli 
barang melainkan pinjaman uang kepada nasabah untuk membiayai 

































nasabah dalam membayar utang kepada rentenir ataupun kepada bank 
dan cara membayarnya nasabah bisa melalui cicilan atau angsuran. Maka 
dari itu akad yang digunakan dalam proses pembiayaan untuk usaha 
mikro di BMT Muda Jatim Surabaya adalah dengan akad mura>bah}ah 
dimana anggota sebagai penghutang dan selanjutnya BMT sebagai 
penyedia dana. 
Jika terjadi kemacetan pada nasabah di BMT Muda Jatim Surabaya 
maka perlu diadakan penanganan pembiayaan yaitu melalui beberapa 
tahapan seperti: 
a. Prosedur penagihan 
Prosedur penagihan dilakukan dengan 2 cara, cara yang pertama 
yakni apabila nasabah melakukan keterlambatan pembayaran dalam 
jangka waktu satu bulan atau hingga dua bulan, maka pihak BMT 
Muda melakukan penagihan melalui via sms kepada nasabah yang 
bersangkutan. Kemudian cara yang kedua yakni apabila nasabah 
tidak ada respon sama sekali mengenai penagihan via sms tersebut 
dan telah melakukan keterlambatan tiga bulan atau bahkan lebih, 
maka pihak BMT Muda langsung datang kerumah nasabah yang 
bersangkutan. 
b. Prosedur pengalihan akad pembiayaan dari pembukuan 
Prosedur pengalihan pembiayaan ini dilakukan jika nasabah benar-
benar sudah tidak mampu membayar cicilan lagi. Cara yang pertama 
pihak BMT Muda akan mengalihkan akad dari mura>bah}ah ke akad 

































mud}arabah. Jika cara ini belum juga berhasil dan nasabah masih tetap 
belum bisa membayarnya, maka BMT Muda akan mengalihkan akad 
dari mura>bah}ah ke akad mud}arabah ke akad qardul hasan. 
Berikut ilustrasi pada pembiayaan mura>bah}ah di BMT Muda Jatim 
Surabaya. Peneliti menyertakan contoh pembiayaan yang dilakukan oleh 
beberapa nasabah: 
Pertama, ibu Hj. Kasti’ah adalah seorang nasabah yang datang ke 
BMT Muda Jatim Surabaya mengajukan permohonan pembiayaan 
mura>bah}ah untuk membayar hutang di Bank BRI dan untuk membayar 
lampu. Ibu Hj. Kasti’ah ini berlamatkan di Jl. Kedinding Lor Gg. Mawar 
No. 57-61. Ibu Hj. Kasti’ah datang menemui customer service dengan 
mengisi formulir dan membawa persyaratan pengajuan pembiayaan. 
Permohonan pembiayaan tersebut direspon baik oleh BMT Muda,  
kemudian pihak account officer datang menyurvei kebenaran data yang 
diberikan nasabah. Setelah itu hasil wawancara diserahkan kepada 
manager untuk disetujui. Permohonan pembiayaan nasabah disetujui 
maka petugas administrasi pembiayaan membuat akad pembiayaan 
mura>bah}ah dan menyiapkan berita acara penyerahan bukti barang 
jaminan surat pernyataan penyerahan barang jaminan. Kemudian nasabah 
dihubungi oleh account officer  untuk proses Ijab Kabul dan 
penandatanganan akad pembiayaan mura>bah}ah untuk membayar hutang 
di Bank BRI dan untuk membayar lampu, dengan rincian sebagai 




































1. Jumlah pinjaman  : Rp. 2.500.000 
2. Jangka waktu  : 10 bulan 
3. Cara pembayaran  : Angsuran 
4. Biaya administrasi  : 2.5% dari jumlah pinjaman (Rp. 62.500) 
5. Cicilan tiap bulan  : Rp. 300.000 
6. Jaminan   : BPKB Motor 
7. Margin   : 2% dari jumlah pinjaman (Rp           
50.000/bulan) 
8. Jenis pembiayaan  : Mura>bah}ah 
BMT Muda Jatim Surabaya dan Nasabah setuju untuk pembiayaan 
sebagai pembayaran utang dengan besar pembiayaan (harga pokok) 
sebesar Rp. 2.500.000 dan dikenakan margin sebagai kewajiban yang 
harus dibayar oleh nasabah kepada BMT Muda Jatim Surabaya sebesar 
Rp. 50.000/bulan X 10 bulan = Rp. 500.000 sehingga total harga jual 
sebesar Rp. 3.000.000, dan pembayaran dilakukan secara angsuran. 
Diangsur sebanyak 10 kali, dan pembayaran margin dengan sistem 
angsuran bulanan dan dilaksanakan dalam jangka waktu 10 bulan dengan 
angsuran sebesar Rp. 300.000 setiap bulannya. Dengan menggunakan 
akad mura>bah}ah dalam pembiayaannya. 
Kedua, bapak Djuniwarman adalah seorang nasabah yang datang ke 
BMT Muda Jatim Surabaya mengajukan permohonan pembiayaan 
                                                             
3 Kasti’ah, Wawancara, Surabaya, 19 September 2017. 

































mura>bah}ah untuk biaya sekolah anak. Bapak Djuniwarman yang 




1. Jumlah pinjaman  : Rp. 10.000.000 
2. Jangka waktu  : 24 bulan 
3. Cara pembayaran  : Angsuran 
4. Biaya administrasi  : 2.5% dari jumlah pinjaman (Rp. 250.000) 
5. Jaminan   : BPKB Motor 
6. Margin   : 2% dari jumlah pinjaman (Rp 
200.000/bulan) 
7. Jenis pembiayaan  : Mura>bah}ah 
BMT Muda Jatim Surabaya dan Nasabah setuju dalam memberikan 
pembiayaan untuk biaya anak sekolah dengan besar pembiayaan (harga 
pokok) sebesar Rp. 10.000.000 dan dikenakan margin sebagai kewajiban 
yang harus dibayar oleh nasabah kepada BMT Muda Jatim Surabaya 
sebesar Rp. 200.000/bulan X 24 bulan = Rp. 4.800.000 sehingga total 
harga jual sebesar Rp. 14.800.000, dan pembayaran dilakukan secara 
angsuran sebanyak 18 kali. Dengan menggunakan akad mura>bah}ah dalam 
pembiayaannya.  
Ketiga, Ibu Dwi Ana Indraini atau biasa dipanggil (Ibu Kastum) 
adalah seorang nasabah yang datang ke BMT Muda Jatim Surabaya 
mengajukan permohonan pembiayaan mura>bah}ah sebagai pembayaran 
                                                             
4 Djuniwarman, Wawancara, Surabaya, 19 September 2017. 

































utang kepada seorang rentenir. Ibu Dwi yang beralamat di Jl. Tanah 
Merah 2/28. Dengan rincian sebagai berikut:
5
 
1. Jumlah pinjaman  : Rp. 17.000.000 
2. Jangka waktu  : 69 bulan 
3. Cara pembayaran  : Angsuran 
4. Biaya administrasi  : 2.5% dari jumlah pinjaman (Rp. 425.000) 
5. Cicilan tiap bulan  : Rp. 400.000 
6. Jaminan   : Surat Rumah 
7. Margin   : 0.9% dari jumlah pinjaman (Rp 
153.000/bulan) 
8. Jenis pembiayaan  : Mura>bah}ah 
BMT Muda Jatim Surabaya dan Nasabah setuju untuk pelunasan 
utang kepada seorang rentenir dengan besar pembiayaan (harga pokok) 
sebesar Rp. 17.000.000 dan dikenakan margin sebagai kewajiban yang 
harus dibayar oleh nasabah kepada BMT Muda Jatim Surabaya sebesar 
Rp. 153.000/bulan X 69 bulan = Rp. 10.557.000 sehingga total harga jual 
sebesar Rp. 27.557.000, dan pembayaran dilakukan secara angsuran. 
Diangsur sebanyak 69 kali, dan pembayaran margin dengan sistem 
angsuran bulanan dan dilaksanakan dalam jangka waktu 69 bulan dengan 
angsuran sebesar Rp. 400.000 setiap bulannya. Dengan menggunakan 
akad mura>bah}ah dalam pembiayaannya. 
Keempat, bapak Andi Noer Al-Istikamah adalah seorang nasabah 
                                                             
5 Dwi Ana, Wawancara, Surabaya, 19 September 2017. 

































yang datang ke BMT Muda Jatim Surabaya mengajukan permohonan 
pembiayaan mura>bah}ah sebagai tambahan modal. Bapak Andi yang 




1. Jumlah pinjaman  : Rp. 100.000.000 
2. Jangka waktu  : 36 bulan 
3. Cara pembayaran  : Angsuran 
4. Biaya administrasi  : 2.5% dari jumlah pinjaman (Rp. 
2.500.000) 
5. Cicilan tiap bulan  : Rp. 4.278.000 
6. Jaminan   : Surat Rumah 
7. Margin   : 1.5% dari jumlah pinjaman (Rp 
1.500.000/bulan) 
8. Jenis pembiayaan  : Mura>bah}ah 
BMT Muda Jatim Surabaya dan Nasabah setuju untuk tambahan 
modal dengan besar pembiayaan (harga pokok) sebesar Rp. 100.000.000 
dan dikenakan margin sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh 
nasabah kepada BMT Muda Jatim Surabaya sebesar Rp. 1.500.000/bulan 
X 36 bulan = Rp. 54.000.000 sehingga total harga jual sebesar Rp. 
154.000.000, dan pembayaran dilakukan secara angsuran. Diangsur 
sebanyak 36 kali, dan pembayaran margin dengan sistem angsuran 
bulanan dan dilaksanakan dalam jangka waktu 36 bulan dengan angsuran 
                                                             
6 Andi Noer, Wawancara, Surabaya, 19 September 2017. 

































sebesar Rp. 4.278.000 setiap bulannya. Dengan menggunakan akad 
mura>bah}ah dalam pembiayaannya. 
Kelima, bapak Muhammad Ikhsan adalah seorang nasabah yang 
datang ke BMT Muda Jatim Surabaya mengajukan permohonan 
pembiayaan mura>bah}ah untuk membuka bengkel sepeda motor. Bapak 
Muhammad Ikhsan yang beralamat di Jl. Bulak Banteng Kidul 9/23. 
Dengan rincian sebagai berikut:
7
 
1. Jumlah pinjaman  : Rp. 6.000.000 
2. Jangka waktu  : 24 bulan 
3. Cara pembayaran  : Angsuran 
4. Biaya administrasi  : 2.5% dari jumlah pinjaman (Rp. 150.000) 
5. Jaminan   : Surat Rumah 
6. Margin   : 2% dari jumlah pinjaman (Rp 
120.000/bulan) 
7. Jenis pembiayaan  : Mura>bah}ah 
BMT Muda Jatim Surabaya dan Nasabah setuju untuk pembiayaan 
sebagai pembayaran utang dengan besar pembiayaan (harga pokok) 
sebesar Rp. 6.000.000 dan dikenakan margin sebagai kewajiban yang 
harus dibayar oleh nasabah kepada BMT Muda Jatim Surabaya sebesar 
Rp. 120.000/bulan X 24 bulan = Rp. 2.280.000 sehingga total harga jual 
sebesar Rp. 8.280.000, dan pembayaran dilakukan secara angsuran 
sebanyak 24 kali. Dengan menggunakan akad mura>bah}ah dalam 
                                                             
7 Muhammad Ikhsan, Wawancara, Surabaya, 19 September 2017. 


































Keenam, bapak Moch. Holi adalah seorang nasabah yang datang ke 
BMT Muda Jatim Surabaya mengajukan permohonan pembiayaan 
mura>bah}ah untuk biaya nikah anak. Bapak Moch. Holi yang beralamat di 
Jl. Bulak Banteng Kidul No. 43.  Dengan rincian sebagai berikut:
8
 
1. Jumlah pinjaman  : Rp. 8.000.000 
2. Jangka waktu   : 12 bulan 
3. Cara pembayaran  : Angsuran 
4. Biaya administrasi  : 2.5% dari jumlah pinjaman (Rp. 
200.000) 
5. Jaminan   : BPKB Motor 
6. Margin   : 2% dari jumlah pinjaman (Rp 
160.000/bulan) 
7. Jenis pembiayaan  : Mura>bah}ah 
BMT Muda Jatim Surabaya dan Nasabah setuju dalam memberikan 
pembiayaan untuk biaya anak sekolah dengan besar pembiayaan (harga 
pokok) sebesar Rp. 8.000.000 dan dikenakan margin sebagai kewajiban 
yang harus dibayar oleh nasabah kepada BMT Muda Jatim Surabaya 
sebesar Rp. 160.000/bulan X 12 bulan = Rp. 1.920.000 sehingga total 
harga jual sebesar Rp. 9.920.000, dan pembayaran dilakukan secara 
angsuran sebanyak 12 kali. Dengan menggunakan akad mura>bah}ah dalam 
pembiayaannya. 
                                                             
8 Djuniwarman, Wawancara, Surabaya, 19 September 2017. 

































Ketujuh, ibu Hikmah adalah seorang nasabah yang datang ke BMT 
Muda Jatim Surabaya mengajukan permohonan pembiayaan mura>bah}ah 
untuk beli kulkas. Bapak Djuniwarman yang beralamat di Jl. Kedinding 
Lor Gg. Flamboyan No. 27.  Dengan rincian sebagai berikut:
9
 
1. Jumlah pinjaman  : Rp. 2.000.000 
2. Jangka waktu   : 12 bulan 
3. Cara pembayaran  : Angsuran 
4. Biaya administrasi  : 2.5% dari jumlah pinjaman (Rp. 
50.000) 
5. Jaminan   : Akte Kelahiran dan KSK 
6. Margin   : 2% dari jumlah pinjaman (Rp 
40.000/bulan) 
7. Jenis pembiayaan  : Mura>bah}ah 
BMT Muda Jatim Surabaya dan Nasabah setuju dalam memberikan 
pembiayaan untuk biaya anak sekolah dengan besar pembiayaan (harga 
pokok) sebesar Rp. 2.000.000 dan dikenakan margin sebagai kewajiban 
yang harus dibayar oleh nasabah kepada BMT Muda Jatim Surabaya 
sebesar Rp. 40.000/bulan X 12 bulan = Rp. 480.000 sehingga total harga 
jual sebesar Rp. 2.480.000, dan pembayaran dilakukan secara angsuran 
sebanyak 12 kali. Dengan menggunakan akad mura>bah}ah dalam 
pembiayaannya. 
                                                             
9 Djuniwarman, Wawancara, Surabaya, 19 September 2017. 




































ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN 
MURA>BAH}AH DI BMT MUDA JATIM SURABAYA 
 
A. Analisis Terhadap Praktik Pembiayaan Mura>bah}ah di BMT Muda Jatim 
Surabaya 
       Dalam buku-buku Fiqh Muamalah Islamiah yang membahas jual beli 
sangat banyak jumlahnya. Jumlahnya bisa mencapai puluhan, namun yang 
dikembangkan sebagian sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja 
dan investasi dalam perbankan syariah hanya tiga: (1) bai’al mura>bah}ah, 
(2) bai’as salam, (3) bai’al istishna.1 
Dalam jual beli mura>bah}ah dapat digambarkan oleh tiga pihak yaitu 
A, B dan C. A meminta B untuk membelikan barang yang dibutuhkan 
oleh A, B tidak mempunyai barang-barang yang dimaksud, tapi B berjanji 
untuk membelikannya dari pihak ketiga yaitu C. Mura>bah}ah merupakan 
jual beli dengan komisi dimana pembeli tidak mempunyai barang yang 
diinginkannya kecuali lewat perantara atau ketika pembeli tidak mau 
susah-susah mendapatkannya sendiri sehingga mencari jasa perantara. 
Jadi singkatnya, mura>bah}ah adalah akad jual beli barang dengan 
menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati 
oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural 
certainty contracts, karena dalam mura>bah}ah ditentukan berapa 
keuntungan yang ingin diperolehnya (required rate of profit).2 
                                                             
1
 Moh. Rifai, Konsep Perbankan Syariah (Semarang: Wicaksana, 2002), 61. 
2 Moh. Rifai, Konsep Perbankan Syariah …, 61. 


































Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dikatakan juga bahwa 
mura>bah}ah adalah produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan 
dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. Mura>bah}ah adalah 
pembiayaan dengan sistem jual beli yang menyatakan harga awal 
ditambah keuntungan (margin) yang disepakati oleh nasabah dan lembaga 
keuangan syariah. Aplikasi dalam lembaga keuangan: pada sisi asset, 
mura>bah}ah dilakukan antara nasabah sebagai pembeli dan lembaga 
keuangan syariah sebagai penjual, dengan harga dan keuntungan 
disepakati di awal. Pada sisi liabilitas, mura>bah}ah diterapkan untuk 
deposito, yang dananya dikhususkan untuk pembiayaan mura>bah}ah saja.3 
Pembiayaan merupakan salah satu produk utama lembaga keuangan. 
Begitu juga pembiayaan yang diberikan oleh BMT Muda Jatim Surabaya 
kepada para anggotanya. Akad yang digunakan dalam proses pembiayaan 
pada nasabah di BMT Muda Jatim Surabaya adalah dengan akad 
mura>bah}ah dimana anggota sebagai pembeli dan selanjutnya BMT 
sebagai penjualnya. 
Akad mura>bah}ah pada produk pembiaayaan di BMT Muda Jatim 
Surabaya pada praktiknya sudah diterapkan. Ini terbukti bahwa 
pembiayaan yang dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa 
ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara nasabah dan pihak BMT. 
Misalnya dalam penentuan margin keuntungan pada hal ini antara 
nasabah dan BMT saling sepakat. Dalam hal ini pembayaran pembiayaan 
                                                             
3
 Zainul Arifin, Memahami Bank Syari’ah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek (Jakarta: 
Alvabet, 2000), 200. 


































menggunakan sistem angsuran sesuai keinginan nasabah akan 
mengangsur dan disampaikan pada awal perjanjian serta adanya 
kesepakatan. 
Dalam teorinya produk pembiayaan menggunakan akad mura>bah}ah 
sesuai dengan ajaran syariah Islam yaitu tidak boleh mengandung unsur-
unsur yang dilarang Islam seperti riba. Hal ini terbukti bahwa BMT Muda 
Jatim Surabaya pada pembiayaan mura>bah}ah ini tidak mengandung riba. 
Firman Allah SWT dalam QS Ar-Rum: 39 
 آ وَ وَ  مُتۡيوَتا وَء نِّ    بِّ  ر ا  
اْ
ا وَ  ُ ۡ وَ ِّ     آ ِّ  ِّ  وَ  ۡ
وَ
  ٱ ِّس لنَّ   وَ وَ   
اْ
ا  ُ ۡوَ   وَن ِّ  ٱ  ِّ لنَّ  
آ وَ وَ  مُتۡيوَتا وَء نِّ    ة   وَك وَز 
 وَو ُن ِّ ُت  
وَ  ۡوَ  ٱ ِّ لنَّ  وَ ِّ   
وَ اْ 
ُ
 وَ   ُم ُ ٱ وَو  ُِّ  ۡ ُ
ۡ
  ٣٩  
Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi 
Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan 
untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah 
orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). 
Riba adalah tambahan nilai yang berlipat ganda, pembiayaan 
mura>bah}ah ini dikatakan tidak mengandung riba karena dalam jual beli 
apabila mengambil keuntungan sesuai kewajaran (tidak berlebihan) 
hukumnya boleh. Selain itu dalam pembiayaan muraba>h}ah ini harga 
pokok dan keuntungan yang diperoleh BMT sama-sama mengetahui dan 
adanya saling sepakat anatara nasabah dan BMT. 
Selain itu dalam praktik pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Muda 
Jatim Surabaya belum 100% sempurna dalam menerapkan kaidah-kaidah 
yang berlaku dalam akad mura>bah}ah, misalnya produk pembiayaan 


































mura>bah}ah di BMT Muda Jatim Surabaya tidak hanya di tujukan kepada 
anggota yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau pembelian 
suatu barang seperti sepeda motor, alat-alat kerja, laptop, dll. Akan tetapi 
produk pembiayaan mura>bah}ah yang dalam prakteknya ditujukan untuk 
pembiayaan konsumtif berupa uang, disini BMT memberikan produk 
pembiayaan mura>bah}ah sebagai pembayaran utang kepada seorang 
rentenir atau bank. 
Pembiayaan mura>bah}ah yang dilakukan di BMT Muda Jatim 
Surabaya mula-mula dimulai dari kebutuhan nasabah yang ingin melunasi 
utangnya kepada seorang rentenir dan bank, untuk membiayai anak 
sekolah, membiayai anak nikah, dan untuk membeli kulkas. Kemudian 
nasabah mengajukan pembiayaan dengan datang langsung ke BMT Muda 
Jatim Surabaya untuk memperoleh pembiayaan. Setelah itu nasabah 
dimohon untuk mengisi data untuk pengajuan pembiayaan mura>bah}ah 
dengan membawa persyaratan yang sudah diterangkan pada bab III. 
Setelah data diisi lengkap maka pihak BMT Muda Jatim Surabaya akan 
melakukan survey untuk kelayakan nasabah apakah nasabah memang 
layak untuk diberikan pembiayaan. Apabila dalam penyurveian nasabah 
dinyatakan layak untuk mendapat pembiayaan maka akan dilakukan akad 
mura>bah}ah. 
Pembiayaan akad mura>bah}ah yang dimaksud disini bukanlah barang 
atau kebutuhan konsumtif untuk dibelikan sebuah barang yang diingikan 
melainkan pembiayaan sebagai pembayaran utang berupa pinjaman uang, 


































yang mana dalam praktik di lapangan BMT Muda Jatim Surabaya 
menerapkan akad mura>bah}ah, jika ditinjau secara terminologi hal ini 
kurang tepat. 
Nasabah pertama, ibu Hj. Kasti’ah melakukan pembiayaan dengan 
menggunakan akad mura>bah}ah untuk membayar utang di Bank BRI dan 
untuk membayar lampu. Kedua, bapak Djuniwarman melakukan 
pembiayaan dengan menggunakan akad mura>bah}ah untuk biaya anak 
sekolah. Ketiga, ibu Dwi Ana melakukan pembiayaan dengan 
menggunakan akad mura>bah}ah untuk pelunasan utang kepada seorang 
rentenir. Keempat, bapak Andi Noer melakukan pembiayaan dengan 
menggunakan akad mura>bah}ah untuk tambahan modal. Kelima, bapak 
Moch. Ichsan melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad 
mura>bah}ah untuk membuka bengkel sepeda motor. Keenam, bapak Moch. 
Holi melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad mura>bah}ah untuk 
biaya nikah anak. Ketujuh, ibu Hikmah melakukan pembiayaan dengan 
menggunakan akad mura>bah}ah untuk membeli kulkas. Pemberian 
pembiayaan dengan menggunakan akad mura>bah}ah kepada ketujuh 
nasabah tersebut, dalam hal itu belum memenuhi ketentuan akad 
mura>bah}ah. 
Adapun mengenai rukun dan syarat pembiayaan mura>bah}ah,  masih 
ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan konsep 
mura>bah}ah secara fiqh maupun teori dalam lembaga keuangan syariah. 
Jika dilihat dari ketentuan konsep jual beli mura>bah}ah adanya rukun dan 


































syarat yang menjadikan sah dalam akad jual beli, seperti: (i) adanya orang 
yang berakad, yang mana dalam hal ini yang terjadi di BMT Muda Jatim 
Surabaya adalah pihak pemohon sebagai pembeli dan pihak BMT Muda 
Jatim Surabaya sebagai penjual. (ii) objek akad (ma>bi’), barang yang 
diperjualbelikan ada pada penjual dan telah dimiliki penjual dan halal 
zatnya. Dalam hal ini tidak ada barang yang diperjualbelikan dalam 
pembiayaan mura>bah}ah. (iii) harga (th>man) yaitu harganya berupa harga 
asal ditambah dengan keuntungan, harga tidak boleh berubah selama 
masa perjanjian. (iv) adanya akad (sighot) dalam hal ini sudah tertuang 
dalam dalam surat perjanjian pembiayaan mura>bah}ah. 
Pemberian pembiayaan mura>bah}ah belum dikatakan sah apabila ada 
salah satu rukun dan syarat yang belum terpenuhi, yakni objek akad 
(ma>bi’). Tidak ada barang yang dapat diperjualbelikan dalam pemberian 
pembiayaan mura>bah}ah ini. Jika melihat praktik di lapangan, BMT Muda 
Jatim Surabaya dengan nasabah tidak ada perjanjian jual beli melainkan 
perjanjian pinjam meminjam uang untuk keperluan membayar utang 
kepada seorang rentenir atau bank. Pengajuan pembiayaan sebagai 
pembayaran utang menggunakan akad mura>bah}ah, dalam hal ini utang 
tidak menghasilkan keuntungan materi berupa uang akan tetapi 
memberikan materi. Selain itu yang disediakan oleh pihak BMT Muda 
Jatim Surabaya adalah berupa uang, yang dalam ketentuan dari akad 
mura>bah}ah pasal 1 haruslah ada barang yang diperjualbelikan. Sehingga 


































dalam praktik pemberian akad mura>bah}ah bentuk pinjaman uang, dalam 
hal ini tidak tepat. 
Dalam ketentuan umum akad mura>bah}ah BMT Muda Jatim Surabaya 
antara pihak pertama (BMT Muda Jatim Surabaya) dan pihak kedua 
(Nasabah) dijelaskan pada point 1. 
Dalam praktiknya pada BMT Muda Jatim Surabaya, ada dua pihak 
yang terlibat dalam proses pembiayaan dengan akad mura>bah}ah, yaitu 
pihak BMT Muda Jatim Surabaya dan nasabah.
4
 Pada praktik pembiayaan 
dengan akad mura>bah}ah di BMT Muda Jatim Surabaya telah tertuang 
dalam perjanjian dan ada beberapa pasal yang menerangkan bentuk 
praktik pembiayaan tersebut. Adapun pasalnya sebagai berikut :
5
 
1. Pasal (1) Jual Beli 
BMT Muda Jatim Surabaya menjual barang kepada nasabah berupa 
barang/barang-barang yang tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini, 
sejumlah (nominal) ditambah dengan margin yang telah disepakati 
dan dituangkan dalam akad ini. 
2. Pasal (2) Sistim, Jangka Waktu Pembayaran Kembali dan Biaya-biaya 
Nasabah sepakat untuk membeli barang sebagaimana tersebut pada 
pasal 1 dengan ketentuan-ketentuan: 
a. Sistim pembayaran adalah angsuran/tempo. 
                                                             
4 Istikharoh, Wawancara, Surabaya, 29 September 2017. 
5 Surat perjanjian akad mura>bah}ah di BMT Muda Jatim Surabaya.  


































b. Tata cara pembayaran diatur pada lembar tersendiri yang 
merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dengan 
perjanjian ini. 
c. Jangka waktu pembayaran yang telah disepakati oleh karena itu 
perjanjian jual beli ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya. 
Adapun pelunasan pembayaran dapat dilakukan sebelum jatuh 
tempo selambat-lambatnya akan jatuh tempo pada bulan yang 
telah disepakati. 
d. Wajib membayar seluruh kewajiban yang muncul akibat adanya 
perjanjian jual beli ini sampai dengan lunas penuh sebagaimana 
mestinya kepada BMT Muda Jatim Surabaya. 
e. Dalam hal pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah sesuai 
kesepakatan jatuh pada hari ahad dan atau hari libur umum atau 
hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan pada 
hari sebelumnya tersebut. 
f. Dalam hal terjadi kelalaian dalam membayar seperti apa yang 
diperjanjikan nasabah sebagaimana bunyi perjanjian ini, maka 
segala ongkos penagihan, denda, ganti rugi, termasuk biaya kuasa 
dari BMT Muda Jatim Surabaya, harus dipikul dan dibebankan 
serta dibayar oleh nasabah. 
3. Pasal (3) Pengutamaan Pembayaran 
Nasabah akan melakukan angsuran pembayaran sesuai dengan 
kesepakatan sebagaimana bunyi pasal 2 berikut tata cara 


































pembayarannya secara tertib dan teratur dan akan lebih 
mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban 
pembayaran kepada pihak lain. 
4. Pasal (4) Pernyataan Jaminan 
Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad sebagaimana 
tujuan perjanjian jual beli ini, maka nasabah menyerahkan jaminan. 
5. Pasal (5) Peristiwa Cidera Janji 
Apabila terjadi hal-hal dibawah ini, setiap kejadian demikian, masing-
masing secara tersendiri atau bersama-sama disebut peristiwa cidera 
janji. 
a. Kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajiban menurut 
perjanjian ini untuk memilih barang sesuai ketentuan. 
b. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau 
kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-
ketentuan dalam suatu surat, sertifikat atau bukti-bukti lain yang 
perlu diadakan menurut perjanjian ini atau sehubungan dengan 
suatu perjanjian yang disebut dalam perjanjian ini ternyata tidak 
benar, tidak tepat, atau menyesatkan. 
c. Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi pemerintahan 
lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan 
bukti kepemilikan atas barang yag dipilih nasabah adalah tidak 
sah atau dengan cara yang lain tidak dapat diberlakukan. 
6. Pasal (6) Keadaan Memaksa (for ce majeure) 


































a. Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak 
untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam 
perjanjian ini, yang disebabkan oleh karena keadaan yang 
memaksa seperti bencana alam, huru hara dan sabotase, yang tidak 
dapat dihindari dengan melakukan tindakan sepatutnya, maka 
kerugian yang diakibatkan tersebut ditanggung secara bersama 
oleh para pihak. 
b. Dalam hal terjadi keadaan memaksa pihak yang mengalami 
peristiwa yang dikategorikan keadaan memaksa wajib 
memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak 
lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian 
atau instansi yang berwenang mengenai kejadian memaksa 
tersebut selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak keadaan yang 
memaksa tersebut. 
c. Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan 
sebagaimana ayat 2 tersebut belum atau tidak ada tanggapan dari 
pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa 
tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut. 
d. Apabila keadaan memaksa tersebut mengakibatkan kegagalan 
dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini 
selama 3 bulan, maka perjanjian ini dapat dikhiri dengan suatu 
perjanjian antara para pihak. 
7. Pasal (7) Addendum 


































Kedua belah pihak telah sepakat, bahwa segala sesuatu yang belum 
diatur dalam akad ini, akan diatur dalam addendum-addendum dan 
atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. 
8. Pasal (8) Domisili Hukum 
Tentang akad ini dan segala akibatnya, para pihak memilih domisili 
hukum yang tetap dan umum di kantor kepaniteraan Pengadilan 
Negeri. 
9. Pasal (9) Pasal Tambahan Akad 
Perjanjian ini ditanda tangani ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), 
bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, 
ditanda tangani kedua belah pihak dengan sukarela (saling ridho) 
tanpa paksaan dari pihak manapun. 
Melihat praktik pembiayaan sebagai pembayaran utang dengan akad 
mura>bah}ah di atas, sangat berbeda dengan akad pembiayaan mura>bah}ah di 
BMT Muda Jatim Surabaya. Jika dalam akad mura>bah}ah pada pasal 1 
diterangkan bahwa akad mura>bah}ah merupakan akad jual beli antara 
BMT Muda Jatim Surabaya dengan nasabah, sedangkan di BMT Muda 
Jatim Surabaya tidak ada unsur jual beli barang kepada nasabah 
melainkan pinjaman uang sebesar nominal yang diminta oleh nasabah 
tersebut. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pihak BMT Muda Jatim 
Surabaya belum sesuai dengan peraturan yang ada atau belum sesuai 
dengan ketentuan fiqh ekonomi syariah. 


































Alasan mengapa pihak BMT Muda Jatim Surabaya melakukan 
praktik tersebut pada produk pembiayaan mura>bah}ah sebagai pembayaran 
utang, karena tidak semua nasabah membutuhkan barang dan apabila 
tidak dipenuhi keinginan nasabah maka tidak akan ada nasabah yang 
datang ke BMT Muda Jatim Surabaya untuk melakukan pembiayaan. 
Selain itu BMT Muda Jatim Surabaya tidak memiliki akad khusus untuk 
membiayai anggota yang membutuhkan dana untuk membayar utang 
kepada seorang rentenir atau bank. Sehingga pihak BMT Muda Jatim 
Surabaya menyamakan pembiayaan tersebut dengan akad mura>bah}ah. 
 
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mura>bah}ah di BMT 
Muda Jatim Surabaya 
Akad mura>bah}ah di BMT Muda Jatim Surabaya dalam 
pelaksanaannya, tidak diterapakan pengadaan barang melainkan dengan 
jalan memberikan uang dalam bentuk tunai. Dalam praktik ini setelah 
pihak BMT Muda Jatim Surabaya mengkonfirmasi nasabah tersebut 
dikatakan layak untuk mendapatkan bantuan dana, maka nasabah 
menandatangani perjanjian kesepakatan yang menggunakan akad 
mura>bah}ah. Kemudian uang tunai tersebut diserahkan langsung kepada 
nasabah. 




1. Pelaku akad, yaitu bai’ (penjual) dan musytari (pembeli) 
2. Objek akad, yaitu ma>bi’ (barang dagangan) dan th>aman (harga) 
3. Shighah, yaitu ijab dan qabul 
                                                             
6 Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 82. 


































Dalam rukun mura>bah}ah ketentuan nomer 2 (dua) yaitu objek akad, 
yaitu ma>bi’ (barang dagangan) dan th>aman (harga). Ma>bi’ (barang 
dagangan) harus ada pada waktu akad diadakan. Menurut pendapat 
fuqahah barang yang belum wujud tidak menjadi objek akad, sebab 
hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang 
belum berwujud. Barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda 
bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad. Objek akad dapat 
ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak, dan juga dapat diserahkan 
pada waktu akad terjadi. Secara fiqih Islam dalam akad mura>bah}ah, baik 
pada saat transaksi maupun tidak, penjual memang sudah memiliki 
persediaan barang untuk dimura>bah}ahkan.7 
Menurut pendapat para ulama mengenai akad mura>bah}ah, dijelaskan : 
a. Menurut ulama Malikiyah, adalah pemilik barang menyebutkan 
berapa dia membeli barang dagangan, setelah itu dia meminta 
keuntungan tertentu, baik secara global atau secara terperinci. Dengan 
kata lain, penjual bisa meminta keuntungan tertentu, atau minta 
keuntungan sesuai persentase tertentu. 
b. Menurut ulama Hanafiyah, mura>bah}ah adalah memindahkan hak milik 
sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian), ditambah 
keuntungan tertentu. 
c. Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, mura>bah}ah adalah menjual 
barang sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual, dan dia 
                                                             
7
 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2009), 119-120. 


































mendapatkan keuntungan satu dirham untuk sepuluh dirham, atau 
sejenisnya, dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) 
mengetahui modal yang dikeluarkan.    
       Adapun ketentuan umum akad mura>bah}ah dalam fatwa DSN MUI 
No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :
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1. Bank dan nasabah harus melakukan akad mura>bah}ah yang bebas riba. 
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam. 
3. Bank membiayai sebagai atau seluruh harga pembelian barang yang 
telah disepakati kualifikasinya. 
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 
dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam 
kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang 
kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 
jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 
nasabah. 
                                                             
8 Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakarta: Erlangga, 2011), 256. 


































9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 
dari pihak ketiga, akad jual beli mura>bah}ah harus dilakukan setelah 
barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 
       Dari pendapat para Ulama dan ketentuan umum akad mura>bah}ah 
dalam fatwa DSN MUI diatas sudah jelas bahwa praktik pembiayaan 
mura>bah}ah diperuntukkan untuk jual beli suatu barang, sehingga praktik 
yang ditetapkan olen BMT Muda Jatim Surabaya menggunakan akad 
mura>bah}ah dalam hal ini kurang tepat atau dianggap belum sesuai dengan 
ketentuan akad mura>bah}ah. Sebab dalam perjanjian akad mura>bah}ah 
tersebut pihak BMT dan nasabah tidak ada perjanjian jual beli melainkan 
pinjaman uang. 
       Menurut hukum Islam akad yang diterapkan oleh BMT Muda Jatim 
Surabaya dalam pembiayaan dengan menggunakan akad mura>bah}ah 
dianggap belum sesuai. Selain karena tidak ada unsur transaksi jual beli 








       Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dan analisis terhadap praktik 
pembiayaan mura>bah}ah di BMT Muda Jatim Surabaya, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktik akad mura>bah}ah yang diterapkan oleh BMT Muda Jatim 
Surabaya dapat dikatakan kurang tepat, dikarenakan akad yang 
diterapkan tidak terealisasi sebagaimana yang tertuang dalam akad 
mura>bah}ah yaitu dalam akad dijelaskan bahwa antara nasabah dan pihak 
BMT Muda Jatim Surabaya melakukan perjanjian jual beli akan tetapi 
dalam praktiknya tidak ada unsur jual beli melainkan pinjaman uang. 
2. Menurut hukum Islam akad yang diterapkan oleh BMT Muda Jatim 
Surabaya pembiayaan belum sesuai dengan akad mura>bah}ah. Hal itu 
belum memenuhi ketentuan akad mura>bah}ah. Selain itu belum sesuai 
dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. 
 
B. Saran 
1. Dari pihak BMT di harapkan dapat menerapkan sistem pembiayaan 
mura>bah}ah dengan sebenarnya sesuai ketentuan-ketentuan yang ada 
seperti penggunaan akad harus jelas agar tercapai visi misi yang telah 
97 
 
dicantumkan, serta agar anggota mengetahui prinsip syariah yang 
sebenarnya. Dan lebih meningkatkan pembenahan dalam penentuan akad 
untuk pembiayaan yang diajukan oleh anggota nasabah. 
2. Dalam menentukan akad pembiayaan mura>bah}ah sebaiknya sesuai 
dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 serta tetap 
mempertahankan praktik syariah yang telah dijalankan dengan mengacu 
pada fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI dan landasan syariah 
yang sudah ada. 
3. Dalam pembiayaan sebagai pembayaran utang tersebut, BMT dapat 
memberikan akad Qardh bi Rahn. Pembiayaan Qardh bi Rahn ini yaitu 
pemberian pinjaman dari BMT kepada nasabah yang disertai dengan 
penyerahan barang sebagai jaminan atas utang. BMT dapat meminta 
biaya jasa (ujrah) atas barang jaminan nasabah untuk pemeliharaan atau 
untuk biaya operasional lainnya. Dan besaran ujrah tersebut harus 
disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal. 
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